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Staf Ahli Bidang Parti-
sipasi Masyarakat dan Pe-
merintah Daerah Kemen-
terian ATR/BPN, Andi 
Tenri Abeng, mengatakan 
bahwa kegiatan tersebut 
merupakan tindak lan-
jut arahan Menteri ATR/

Rakor Kementerian ATR/BPN 
Bersama KPK dan Pemerintah 

Daerah se-Sultra, Hasilkan Komitmen 
Pencegahan Korupsi, Peningkatan 

Ekonomi Daerah dan Fokus Benahi 
Tata Kelola Pertanahan di Sultra

SULTRA, BP-Kementerian Agraria dan Tata Ru-
ang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerin-
tah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat 
komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan pen-
ingkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang 
digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga 
di bidang pertanahan dan tata ruang. 

BUTON SELATAN, 
BP - Bupati Buton Sela-
tan, H. Muhammad Adios, 
menegaskan pentingnya 
profesionalitas, integritas, 
serta pelayanan publik 
yang optimal saat melan-
tik 15 Penjabat (Pj) Kepa-
la Desa di wilayah Kabu-
paten Buton Selatan.

Pelantikan 15 Pj Kepa-
la Desa di pusatkan dige-
dung Lamaindo dijalan 
Gajah Mada Kecamatan 
Batauga, Kabupaten Bu-
ton Selatan, Sulawesi 
Tenggara (Sultra).

Dalam arahannya, Bu-
pati menyoroti pentingnya 
menjaga kebersihan desa 
sebagai salah satu indika-
tor penilaian, terutama ke-
tika menerima kunjungan 
tamu. Ia juga menekank-
an peran strategis camat 
dalam melakukan penga-
wasan dan membangun 
sinergi dengan pemerintah 

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan 
Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala 
Desa dan Puluhan ASN Mulai Dari Pimpinan 

desa.
“Jangan sampai kita 

lengah. Kebersihan desa 
harus menjadi perhatian 
serius. Peran camat ha-
rus aktif mengontrol dan 
membangun kerja sama, 
karena denyut nadi ke-
hidupan masyarakat ada 
di desa,â€  tegasnya, Rabu 
(6/5/2026).

Selain itu, Bupati 
mengingatkan para pen-
jabat kepala desa untuk 
bekerja secara profesional 
dan disiplin, serta tidak 
hanya menjalankan tugas 
administratif di balik meja. 
Ia meminta para kepala 
desa turun langsung ke 
lapangan untuk memaha-
mi kondisi masyarakat se-
cara nyata.

“Tugas utama saudara 
adalah menjalankan roda 
pemerintahan desa, men-
dukung pembangunan, 
dan mempersiapkan pemi-
lihan kepala desa definitif. 
Bekerjalah dengan disiplin 
tinggi, pahami aturan, dan 

pastikan semua perangkat 
desa bekerja sesuai kori-
dor hukum,” ujarnya.

Dalam kesempatan 
tersebut, Bupati juga 
memberikan peringatan 
keras terkait pengelolaan 
anggaran desa. Ia mene-
gaskan bahwa dana desa 
merupakan amanah rakyat 
yang harus digunakan se-
cara transparan, akunta-
bel, dan tepat sasaran.

“Jangan bermain-main 
dengan anggaran desa. 
Saya tidak ingin ada pen-
jabat kepala desa di Buton 
Selatan yang tersangkut 
masalah hukum karena 
penyalahgunaan angga-
ran,” tegasnya.

Bupati juga mendorong 
terciptanya pelayanan 
publik yang sederhana, 
cepat, dan ramah. Ia me-
minta para kepala desa 
untuk tidak mempersulit 
urusan masyarakat, me-

BUTON SELATAN, 
BP - Badan Pusat Statis-
tik Kabupaten Buton Se-
latan menggelar Focus 
Group Discussion (FGD) 
Standar Pelayanan Publik 
sebagai upaya mening-
katkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat sesuai 
amanat Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik.

Kegiatan tersebut di-
pusatkan di Kantor BPS 
Kabupaten Buton Sela-
tan, Desa Lawela Sela-
tan, Kecamatan, Batauga, 
Sulawesi Tenggara (Sul-

BPS Buton Selatan Perkuat Kualitas Layanan 
Lewat Forum Diskusi Publik, Komitmen 

Hadirkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

tra), menghadirkan sejum-
lah perwakilan instansi 
pemerintah, akademisi, 
mahasiswa, media mas-
sa, hingga lembaga swa-
daya masyarakat. Hadir 
di antaranya perwakilan 
Bappeda Kabupaten Bu-
ton Selatan, Dinas Komu-
nikasi dan Informatika, 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, serta Di-
nas Kebudayaan Kabupat-
en Buton Selatan, LPM 
Kelurahan Laompo, Per-
wakilan Mahasiswa Uni-
versitas Muhammadiyah 
Buton.

Kepala Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Buton 

Selatan, La Ode Ikhsanu-
ddin Hamid,SST., M.Si 
mengatakan pelayanan 
publik merupakan fungsi 
utama pemerintah yang 
langsung dirasakan mas-
yarakat sehingga kualitas 
layanan harus terus diting-
katkan agar semakin efek-
tif, transparan, dan akunt-
abel.

“Standar pelayanan 
bukan hanya menjadi 
dokumen administratif 
semata, tetapi juga mer-
upakan bentuk komitmen 
kita dalam memberikan 
pelayanan terbaik kepa-

BUTON SELATAN, 
BP - SMP Negeri 1 Batau-
ga, Kabupaten Buton 
Selatan, menargetkan 
pembukaan hingga enam 
rombongan belajar (rom-
bel) dalam pelaksanaan 
Sistem Penerimaan Murid 
Baru (SPMB) tahun ajaran 
2026. Sekolah tersebut op-
timistis mampu menam-
pung lebih dari 100 siswa 
baru seiring meningkatnya 
minat masyarakat terha-
dap pendidikan menengah 
pertama di wilayah Batau-
ga dan sekitarnya.

Pelaksanaan peneri-
maan siswa baru dijadwal-
kan berlangsung pada Juni 
2026. Seluruh tahapan 
penerimaan akan dilaku-
kan berdasarkan petunjuk 

SPMB SMPN 1 Batauga Mulai Juni, Sekolah 
Pastikan Bebas Pungutan, Maksimalkan 
Dapodik untuk Penerimaan Murid Baru

teknis (juknis) pemerintah 
dengan menitikberatkan 
pada prinsip transparan-
si, akuntabilitas, dan pe-
layanan tanpa pungutan 
biaya.

Kepala SMPN 1 Batau-
ga Wa Ode Saniarti men-
gatakan pihak sekolah 

telah membentuk panitia 
resmi melalui surat kepu-
tusan sekolah guna me-
mastikan seluruh proses 
berjalan sesuai ketentuan.

“Penerimaan ini gra-
tis, tidak ada biaya apa 

Kepala SMPN 1 Batauga Wa Ode Saniarti
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Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK 
dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan 

Komitmen Pencegahan Korupsi, Peningkatan 
Ekonomi Daerah dan Fokus Benahi Tata Kelola 

Pertanahan di Sultra

SPMB SMPN 1 Batauga Mulai Juni, Sekolah 
Pastikan Bebas Pungutan, Maksimalkan 
Dapodik untuk Penerimaan Murid Baru

Kepala BPN, Nusron 
Wahid, yang mene-
tapkan transformasi 
layanan pertanahan 
sebagai salah satu 
program strategis ke-
menterian.

“Kegiatan yang 
kita kerja samakan ini 
merupakan tindak lan-
jut dari arahan dan ini-
siasi dari Pak Menteri, 
beliau juga berkomit-
men menetapkan 
transformasi layanan 
pertanahan menjadi 
salah satu program 
strategis untuk men-
dorong pertumbuhan 
ekonomi dan kepas-
tian hak atas tanah 
bagi masyarakat,” 
ujar Andi Tenri Abeng 
pada Rapat Koor-
dinasi Pencegahan 
Korupsi Pelayanan 
Publik Bidang Per-
tanahan dan Aset 
BMD Wilayah Sul-
tra yang berlangsung 
di Kantor Guber-
nur Sultra, Kamis, 
(07/05/2026).

Ia menuturkan, 
Sultra dipilih sebagai 
salah satu pilot project 
kerja sama bersama 
KPK sehingga dihara-
pkan dapat menjadi 
contoh implementasi 
program yang berhasil 
di daerah. Menurut-
nya, kerja sama Ke-
menterian ATR/BPN 
dengan KPK yang 
diluncurkan sejak Ok-
tober 2025 bertujuan 

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin 
dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa dan 

Puluhan ASN Mulai Dari Pimpinan Tinggi Pratama, 
Hingga Pejabat Struktural, Berikut Nama-namanya

lainkan menjadi solu-
si bagi kebutuhan 
warga.

Lebih lanjut, ia me-
nekankan pentingnya 
kepemimpinan ber-
basis kemanusiaan. 
Para kepala desa di-
minta aktif memantau 
kondisi masyarakat, 
termasuk memastikan 
tidak ada warga yang 
tinggal di rumah tidak 
layak huni tanpa per-
hatian pemerintah.

“Kalau ada warga 
yang rumahnya tidak 
layak, segera koordi-
nasikan dengan camat 
agar bisa mendapat-
kan bantuan, seperti 
program bedah ru-
mah. Ini bukan han-
ya tugas, tetapi juga 
nilai ibadah bagi kita 
semua,” ungkapnya.

Bupati juga men-
gajak seluruh jajaran 
pemerintah desa un-
tuk solid dan kompak 
dalam membangun 
Buton Selatan ke arah 
yang lebih baik.

“Perjuangan kita 
belum berakhir. Saya 
minta dukungan 

penuh agar Buton Se-
latan ke depan bisa 
menjadi daerah yang 
lebih maju,” tambahn-
ya.

Adapun 15 penja-
bat kepala desa yang 
dilantik di Kabupaten 
Buton Selatan, yakni:

1. La Ode Mastatar 
Mas’ud (Molona)

2. La Baharuddin 
(Mokobeau)

3. La Mbiga (Wat-
uampara)

4. La Sayedi (Ba-
hari Tiga)

5. Boys Santriawan 
Enti (Lontoi)

6. Ruslan Gande 
(Gaya Baru)

7. Ridha Fitri Al-
bariu (Tolando Jaya)

8. Sabaria (Kamoa-
li)

9. Imanuddin 
(Windu Makmur)

10. Wa Ode Mus-
limat Baidun Hazan 
(Banabungi Selatan)

11. Nur Wahyuli 
Kaman (Lapara)

12. Mulyani Duma 
(Bahari Dua)

13. Kasyafan 
(Waindawula)

14 Ali Zubaeda 
(Kaofe)

15. La Ode Ali Tas-
ri (Batuatas Timur)

Pelantikan ini mer-
upakan bagian dari 
upaya pemerintah 
daerah dalam men-
jaga kesinambungan 
pemerintahan desa 
serta memastikan pe-
layanan kepada mas-
yarakat tetap berjalan 
optimal.

Tidak Hanya itu, 
Pemerintah Kabupat-
en Buton Selatan juga 
melakukan penataan 
besar-besaran terha-
dap struktur birokrasi 
melalui pelantikan dan 
mutasi aparatur sipil 
negara (ASN), Selasa, 
5 Mei 2026. Langkah 
tersebut dilakukan 
untuk memperkuat 
tata kelola pemerin-
tahan, mengisi ke-
kosongan jabatan, 

Pelantikan yang 
dipimpin langsung 
Bupati Buton Se-
latan, Muhammad 
Adios, mencakup 

pejabat pimpinan 
tinggi pratama, ad-
ministrator, penga-
was, pejabat struk-
tural.

Penataan jabatan 
itu tertuang dalam 
Keputusan Bupati 
Buton Selatan No-
mor 1569 Tahun 
2026 tertanggal 5 
Mei 2026. Puluhan 
ASN ditempatkan 
pada posisi baru di 
berbagai organisa-
si perangkat daer-
ah (OPD) setelah 
melalui tahapan 
uji kompetensi dan 
memperoleh pertim-
bangan teknis dari 
Badan Kepegawaian 
Negara.

Untuk nama-na-
ma ASN yang 
dilantik jadi ad-
ministrator, ja-
batan pimpinan 
tinggi pratama bisa 
dibaca di www.
baubaupost.com. 
dengan judul 
yang sama. (*)  

pun. Selama calon 
siswa memenuhi per-
syaratan, kami terbu-
ka menerima sesuai 
ketentuan yang ada,” 
ujar Wa Ode Saniarti 
saat ditemui di SMPN 
1 Batauga, Selasa 
(6/5/2026).

Menurut dia, tar-
get pembukaan lima 
hingga enam rombel 
disesuaikan dengan 
kapasitas sekolah 
dan ketentuan dalam 
sistem Data Pokok 
Pendidikan (Dapo-
dik). Setiap rombel 
dirancang menam-
pung maksimal 32 
siswa.

Dengan kapasi-
tas tersebut, sekolah 
berpotensi menerima 
hingga 192 peser-
ta didik baru apabila 
seluruh rombel ter-
penuhi. Namun, jum-
lah rombel tetap ber-
gantung pada jumlah 
pendaftar yang masuk 
selama masa peneri-
maan berlangsung.

“Kalau terpenuhi 
lima rombel, berar-
ti bisa menampung 
lebih dari 100 siswa. 
Kami sudah menjalin 
komunikasi dengan 
SD-SD terdekat untuk 
mendukung capaian 
tersebut,” katanya.

Dalam pelaksa-
naannya, SMPN 1 
Batauga menerapkan 
beberapa jalur pener-
imaan, yakni jalur 
zonasi berdasarkan 
domisili, jalur presta-
si akademik maupun 
non-akademik, serta 
jalur perpindahan tu-
gas orang tua yang 
dibuktikan dengan do-
kumen resmi.

Sekolah juga mulai 
menyiapkan sejumlah 
perangkat administra-
si pendukung, seperti 
pemasangan spanduk 
informasi penerimaan 
siswa baru, kesiapan 
operator Dapodik, 

BPS Buton Selatan Perkuat Kualitas Layanan 
Lewat Forum Diskusi Publik, Komitmen 

Hadirkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
da masyarakat,” ujar 
La Ode Ikhsanuddin 
Hamid saat membuka 
kegiatan FGD, Kamis, 
(7/5/2026).

Ia menjelaskan, 
evaluasi terhadap pe-
layanan publik menjadi 
bagian penting dalam 
peningkatan kualitas 
layanan. Salah satu in-
strumen yang digu-
nakan yakni Survei 
Kepuasan Masyarakat 
(SKM) untuk menge-
tahui tingkat kepuasan 
masyarakat sekaligus 
mengidentifikasi aspek 
pelayanan yang masih 
perlu diperbaiki.

Menurutnya, pada 
tahun 2025 Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
(IKM) Badan Pusat 
Statistik Kabupaten 
Buton Selatan menca-
pai angka 94,47 atau 
meningkat dibanding 
tahun sebelumnya se-

hingga sistem verifi-
kasi dokumen calon 
peserta didik.

Setiap ber-
kas pendaftaran 
yang diterima akan 
langsung diverifikasi 
dan diinput ke dalam 
sistem Dapodik. Ver-
ifikasi meliputi pe-
meriksaan usia calon 
siswa, dokumen kelu-
lusan, hingga pen-
gukuran tinggi dan 
berat badan sesuai 
ketentuan juknis.

“Setelah berkas 
diterima, langsung 
kami input ke Dap-
odik. Kami juga 
melakukan verifika-
si seperti penguku-
ran tinggi dan berat 
badan, usia calon 
siswa sesuai juknis, 
serta kelengkapan do-
kumen seperti ijazah 
atau surat keterangan 
lulus,” jelasnya.

Secara nasional, 
sistem penerimaan 
peserta didik di Indo-
nesia terus mengala-
mi perubahan sejak 
diberlakukannya ke-
bijakan zonasi pada 
2017 oleh Kemente-
rian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Kebija-
kan tersebut diterap-
kan untuk memperlu-
as akses pendidikan 
yang lebih merata dan 
mengurangi ketimpa-
ngan kualitas antar-
wilayah.

Pada 2024, pe-
merintah mulai mem-
perkenalkan istilah 
Sistem Penerimaan 
Murid Baru (SPMB) 
sebagai penyempur-
naan dari sistem sebel-
umnya yang dikenal 
sebagai PPDB. Peru-
bahan tersebut ber-
tujuan memperkuat 
transparansi, digital-
isasi data pendidikan, 
dan pemerataan akses 
layanan pendidikan 
dasar serta menengah.

Secara internasi-
onal, sejumlah nega-

ra juga menerapkan 
sistem penerimaan 
berbasis wilayah dan 
kapasitas sekolah. Je-
pang dan Korea Sela-
tan, misalnya, meng-
gunakan pendekatan 
zonasi pendidikan un-
tuk memastikan distri-
busi siswa lebih seim-
bang dan mengurangi 
penumpukan peserta 
didik di sekolah ter-
tentu.

Sementara itu, Fin-
landia yang dikenal 
memiliki sistem pen-
didikan terbaik dunia, 
menempatkan prin-
sip pemerataan akses 
pendidikan sebagai 
fondasi utama pe-
layanan publik di sek-
tor pendidikan. Sistem 
tersebut menekankan 
kualitas sekolah yang 
relatif setara di seti-
ap wilayah sehingga 
masyarakat tidak ter-
pusat pada sekolah 
tertentu saja.

Wa Ode Saniar-
ti berharap jumlah 
pendaftar tahun ini 
dapat melampaui tar-
get yang telah ditetap-
kan. Menurut dia, 
meningkatnya jumlah 
siswa baru akan men-
jadi indikator tum-
buhnya kepercayaan 
masyarakat terhadap 
kualitas pendidikan di 
SMPN 1 Batauga.

“Kami berharap 
minat masyarakat 
terus meningkat dan 
SMPN 1 Batauga 
tetap menjadi pilihan 
utama bagi lulusan 
SD di wilayah ini,” 
tutupnya.

Upaya memperkuat 
kualitas layanan pen-
didikan tersebut juga 
sejalan dengan agen-
da pemerintah dalam 
meningkatkan angka 
partisipasi sekolah 
tingkat menengah per-
tama, khususnya di 
daerah kepulauan dan 
wilayah terluar Indo-
nesia.(*)

memberikan manfaat 
nyata bagi daerah, 
mulai dari peningka-
tan pendapatan asli 
daerah (PAD), pen-
guatan akuntabilitas 
pengelolaan aset daer-
ah, hingga peningka-
tan kualitas layanan 
publik di bidang per-
tanahan.

Disaksikan Direk-
tur Koordinasi dan 
Supervisi Wilayah IV 
KPK, Edi Suryanto 
dan Staf Ahli Bidang 
Partisipasi Mas-
yarakat dan Pemer-
intah Daerah, Andi 
Tenri Abeng, para 
pihak menyepakati 
komitmen bersama, 
di antaranya mening-
katkan sinergi dan 
kolaborasi di bidang 
pertanahan dan tata 
ruang, mendorong im-
plementasi sembilan 
paket program kerja 
sama, memperkuat 
koordinasi antarin-
stansi secara transpar-
an, menindaklanjuti 
deklarasi dalam ben-
tuk aksi nyata, serta 
menjalankan tugas se-
suai peran dan fungsi 
masing-masing. 

“Dari komitmen 
ini saya harapkan 
Bapak Ibu setelah 
kita bagikan ini bisa 
menjaga komitmen 
bersama ini bisa kita 
laksanakan dengan 
sebaik-baiknya untuk 
pencegahan korup-

si dan peningkatan 
ekonomi daerah,” te-
gas Andi Tenri Abeng.

Sebagai informa-
si, sembilan program 
kerja sama untuk men-
dukung komitmen 
tersebut, di antaranya, 
integrasi Nomor Iden-
tifikasi Bidang (NIB) 
Tanah dan Nomor 
Objek Pajak (NOP), 
integrasi layanan per-
tanahan dengan Mal 
Pelayanan Publik, 
percepatan pendaft-
aran tanah, percepatan 
penyusunan Rencana 
Detail Tata Ruang 
(RDTR) yang terin-
tegrasi dalam sistem 
Online Single Sub-
mission (OSS), ser-
ta sensus pertanahan 
berbasis geospasial.

Fokus berikutn-
ya ditekankan terkait 
integrasi Kawasan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan/Lah-
an Pangan Pertanian 
Berkelanjutan (KP2B/
LP2B) dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah 
(RTRW), optimalisa-
si peran Gugus Tu-
gas Reforma Agraria 
(GTRA), pengemban-
gan Zona Nilai Tanah 
(ZNT), serta konsoli-
dasi tanah untuk  pem-
bangunan daerah.

Sementara itu, Gu-
bernur Sultra, Andi 
Sumangerukka, me-
nilai sektor pertana-
han dan pengelolaan 
barang milik daerah 

merupakan bidang 
yang sangat vital da-
lam penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan daerah. 
Namun, menurutnya, 
kedua sektor tersebut 
masih menghadapi 
berbagai persoalan 
kompleks. 

Karena itu, Guber-
nur Sultra mengapre-
siasi pelaksanaan ra-
kor yang dinilai dapat 
mendorong peningka-
tan kualitas layanan 
pertanahan sekaligus 
memberikan kepas-
tian hak atas tanah 
bagi masyarakat. “Se-
moga kita semua dapat 
terus memperkuat 
komitmen bersama, 
meningkatkan siner-
gi dan kolaborasi da-
lam mewujudkan tata 
kelola pemerintahan 
yang bersih, trans-
paran, dan akuntabel. 
Serta dapat menghad-
irkan pelayanan pub-
lik yang terbaik pada 
seluruh masyarakat di 
Sulawesi Tenggara,” 
pungkasnya.

Adapun Rakor 
kali ini dihadiri oleh 
sejumlah Pejabat 
Pimpinan Tinggi Prat-
ama Kementerian 
ATR/BPN; Kepala 
Kantor Wilayah BPN 
Provinsi Sultra, Budi 
Hartanto; Bupati dan 
Wali Kota se-Sul-
tra; serta para Kepa-
la Kantor Pertanahan 
se-Sultra. (*)

besar 90,92. Selain itu, 
BPS Buton Selatan juga 
memperoleh predikat 
A- dalam Penilaian 
Evaluasi Penyelengga-
raan Pelayanan Publik 
tahun 2025.

La Ode Ikhsanud-
din menegaskan hasil 
SKM tidak boleh han-
ya menjadi laporan ad-
ministratif, tetapi harus 
menjadi dasar evaluasi 
dan pengambilan kebi-
jakan dalam melakukan 
perbaikan pelayanan se-
cara berkelanjutan.

“Penyusunan dan 
penyempurnaan standar 
pelayanan perlu selaras 
dengan masukan, hara-
pan, serta pengalaman 
masyarakat sebagai 
pengguna layanan,” ka-
tanya.

Melalui FGD terse-
but, ia berharap seluruh 
peserta dapat mem-
berikan masukan kon-

struktif guna menyem-
purnakan standar 
pelayanan agar lebih 
relevan, implementatif, 
dan sesuai kebutuhan 
masyarakat.

Selain itu, kegiatan 
ini juga diharapkan 
menjadi momentum 
memperkuat budaya 
pelayanan prima di 
lingkungan kerja Badan 
Pusat Statistik Kabu-
paten Buton Selatan se-
hingga pelayanan yang 
diberikan semakin 
profesional, responsif, 
dan berorientasi pada 
kepuasan masyarakat.

FGD Standar Pe-
layanan Publik tersebut 
secara resmi dibuka 
oleh Kepala BPS Ka-
bupaten Buton Selatan 
dengan harapan meng-
hasilkan rumusan yang 
bermanfaat bagi pen-
ingkatan kualitas pe-
layanan publik di daer-
ah.(*)
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JAKARTA -- Pe-
merintah melalui 
Badan Komunikasi 
Pemerintah (Bakom) 
RI mulai memperkuat 
kolaborasi dengan se-
jumlah media digital 
yang tergabung dalam 
New Media Forum 
sebagai langkah mem-
perluas komunikasi 
publik di tengah peru-
bahan pola konsumsi 
informasi masyarakat 
Indonesia.

Kebijakan tersebut 
diumumkan Kepala 
Bakom RI, Muham-
mad Qodari, dalam 
konferensi pers di Ja-
karta, Rabu (6/5). Pe-
merintah menilai me-
dia digital kini telah 
menjadi bagian pent-
ing dalam ekosistem 
penyebaran informa-
si nasional seiring 
meningkatnya peng-
gunaan platform digi-
tal dan media sosial di 
berbagai lapisan mas-
yarakat.

Menurut Qodari, 
pemerintah tidak lagi 
hanya mengandal-
kan media arus utama 
untuk menjangkau 
publik, tetapi juga 
memanfaatkan kekua-
tan media baru yang 
memiliki basis pengi-
kut besar dan pengaruh 
luas di ruang digital.

“Kehadiran teman-
teman New Media 
mencerminkan upaya 
Bakom untuk men-
jangkau publik sel-
uas-luasnya, tidak 
hanya melalui media 
konvensional, tetapi 
juga melalui kanal dig-
ital yang sudah menja-
di realita komunikasi 
masyarakat hari ini,” 
kata Qodari.

New Media Forum 
diketahui menjadi wa-
dah berhimpunnya se-
jumlah pelaku media 
digital yang sebelum-
nya populer dengan 
istilah homeless me-
dia. Istilah itu merujuk 
pada media berbasis 
platform digital yang 

Bakom RI Rangkul Media Digital untuk 
Perluas Informasi Pemerintah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari.
Laporan: Alwan

tumbuh di media so-
sial tanpa memiliki 
format media konven-
sional seperti televisi, 
radio, atau surat kabar.

Beberapa platform 
yang tergabung da-
lam forum tersebut 
antara lain Folkative, 
Indozone, Dagelan, 
Indomusikgram, Infi-
pop, USS Feeds, Ba-
pak-bapak ID, Men-
jadi Manusia, GNFI, 
Creativox, Kok Bisa, 
hingga CXO Media.

Selain itu, terdapat 
pula platform seperti 
Goodstats, Big Alpha, 
Volix, Ngomongin 
Uang, Pandemictalks, 
Proud Project, Hai 
Dudu, Taubatters, 
Kawan Hawa, Mature 
Indonesia, Mahasiswa 
dan Jakarta, serta 
Melodi Alam.

Bakom RI mencatat 
media-media tersebut 
memiliki kekuatan 
jangkauan yang sangat 
besar. Jumlah pengi-
kut gabungan platform 
yang tergabung dalam 
New Media Forum 
diperkirakan mencapai 
puluhan hingga ratu-
san juta akun dengan 
total tayangan bula-
nan mencapai miliaran 
views.

“Dengan realita 
bahwa New Media su-
dah punya followers 
yang sangat besar dan 
views mencapai mili-
aran setiap bulan, kami 
menilai pendekatan 
terbaik adalah melaku-
kan engagement agar 
kualitas New Media 
semakin meningkat,” 
ujar Qodari.

Meski demikian, 
pemerintah mengakui 
masih terdapat sejum-
lah tantangan dalam 
perkembangan media 
digital, terutama ter-
kait penerapan prinsip 
jurnalistik seperti ke-
berimbangan informa-
si atau cover both side.

Qodari menyebut 
praktik verifikasi in-
formasi di sebagian 
media digital masih 

perlu diperkuat agar 
kualitas produk infor-
masi yang beredar di 
ruang publik tetap ter-
jaga dan tidak memicu 
disinformasi.

“Pandangan kami, 
New Media harus 
dirangkul agar dapat 
meningkatkan kualitas 
dan standar sehingga 
produk yang dihasil-
kan semakin berkuali-
tas seperti media kon-
vensional,” katanya.

Ia juga menilai di-
alog dan silaturahmi 
dengan pelaku media 
digital menjadi lang-
kah penting agar pe-
merintah dapat men-
yampaikan berbagai 
masukan terkait etika, 
standar informasi, dan 
tanggung jawab pub-
lik.

“Kalau silaturah-
mi, poin-poin masu-
kan dan saran itu bisa 
tersampaikan dengan 
baik,” tutur Qodari.

Dalam beberapa ta-
hun terakhir, pertum-
buhan media digital 
di Indonesia memang 
berlangsung sangat 
pesat. Data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia 
(APJII) menunjukkan 
jumlah pengguna in-
ternet nasional pada 
2025 telah melampaui 
220 juta orang atau 
lebih dari 79 persen 
populasi Indonesia. 
Kondisi itu mendorong 
pergeseran pola kon-
sumsi informasi dari 
media konvensional 
menuju platform digi-
tal berbasis media so-
sial.

Fenomena seru-
pa juga terjadi secara 
global. Laporan Re-
uters Institute Digital 
News Report dalam 
beberapa tahun tera-
khir mencatat generasi 
muda di berbagai neg-
ara mulai meninggal-
kan media tradision-
al dan lebih banyak 
memperoleh informasi 
melalui media sosial, 
video pendek, pod-

cast, hingga platform 
kreator digital.

Di Amerika Serikat 
dan sejumlah nega-
ra Eropa, pemerintah 
serta institusi media 
arus utama juga mulai 
menggandeng kreator 
konten digital untuk 
menjangkau kelompok 
usia muda yang sema-
kin jarang mengakses 
televisi maupun surat 
kabar cetak.

Indonesia sendi-
ri pernah mengalami 
momentum besar pe-
rubahan lanskap me-
dia saat ledakan peng-
gunaan media sosial 
pada Pemilu 2014 dan 
Pemilu 2019. Pada 
periode tersebut, plat-
form digital menjadi 
sarana utama penye-
baran informasi poli-
tik, kampanye publik, 
hingga pembentukan 
opini masyarakat.

Namun, perkem-
bangan tersebut juga 
diiringi meningkatnya 
penyebaran hoaks dan 
disinformasi. Karena 
itu, pemerintah me-
nilai penguatan kolab-
orasi dengan media 
digital perlu dilaku-
kan bersamaan dengan 
peningkatan kualitas 
verifikasi dan tanggu-
ng jawab jurnalistik.

Qodari menambah-
kan sebagian unsur 
kelembagaan media 
digital saat ini mulai 
terbentuk secara lebih 
profesional, mulai dari 
badan usaha, struktur 
redaksi, hingga alamat 
perusahaan yang jelas. 
Hal itu dinilai mem-
bedakan New Media 
dengan akun anonim 
di media sosial yang 
tidak memiliki tang-
gung jawab kelem-
bagaan.

Melalui kolabora-
si tersebut, Bakom RI 
berharap media digital 
tidak hanya menja-
di sarana hiburan dan 
viralitas, tetapi juga 
mampu berperan se-
bagai kanal edukasi 
publik dan penyebaran 
informasi yang kredi-
bel di tengah derasnya 
arus komunikasi digi-
tal global.(*)

JAKARTA -- Pe-
merintah diminta 
meningkatkan penga-
wasan di seluruh pin-
tu masuk Indonesia 
menyusul munculn-
ya kasus hantavirus 
di kapal pesiar MV 
Hondius yang menye-
babkan tiga orang 
meninggal dunia. DPR 
menilai langkah an-
tisipasi harus segera 
dilakukan untuk 
mencegah potensi ma-
suknya virus berbaha-
ya tersebut ke wilayah 
Indonesia melalui jalur 
internasional.

Wakil Ketua Komisi 
DPR bidang kesehatan, 
Yahya Zaini, menga-
takan pengawasan ha-
rus difokuskan di pela-
buhan, bandar udara, 
serta pos lintas batas 
negara (PLBN) yang 
menjadi titik utama mo-
bilitas penumpang dan 
barang dari luar negeri.

“Saya minta pemer-
intah mulai memper-
ketat pintu-pintu masuk 
ke wilayah Indonesia. 
Seperti pelabuhan, ban-
dara dan pos lintas batas 
negara (PLBN),” ujar 
Yahya saat dihubungi, 
Jumat (8/5).

Menurut Yahya, pe-
merintah perlu belajar 
dari berbagai wabah in-
ternasional yang sebel-
umnya masuk melalui 
lalu lintas manusia dan 
barang lintas negara. 
Pengalaman pandemi 
Covid-19 pada awal 
2020, kata dia, men-
jadi pelajaran penting 
bahwa deteksi dini ha-
rus dilakukan sebelum 
penyebaran meluas.

Ia menjelaskan, 
hantavirus merupakan 
penyakit yang perlu di-
waspadai karena dapat 
menyerang sistem per-
napasan dan menimbul-
kan komplikasi serius. 
Virus tersebut umum-
nya ditularkan melalui 
paparan urine, air liur, 
atau kotoran hewan 
pengerat seperti tikus.

Karena itu, selain 
melakukan skrining ter-
hadap penumpang in-
ternasional, pemerintah 
juga diminta mening-
katkan pengawasan ter-
hadap keberadaan tikus 
di kapal, pelabuhan, gu-
dang logistik, maupun 
kawasan perbatasan.

“Di mana petugas 
kesehatan mengam-
bil sampel tikus secara 
berkala untuk kemudi-
an dilakukan PCR han-
tavirus sehingga dapat 

DPR Desak Pengawasan Ketat Bandara 
dan Pelabuhan Cegah Hantavirus

Hantavirus Ancam Dunia, DPR Minta RI Perkuat Pintu Masuk Negara 
Pemerintah RI Diminta Tingkatkan Skrining Hantavirus di Seluruh Per-

batasan
memastikan ada atau 
tidaknya virus,” kata 
Yahya.

Ia menambahkan, 
rumah sakit dan fasil-
itas layanan kesehatan 
juga perlu diperkuat 
untuk mendukung pros-
es deteksi dini. Pemer-
iksaan laboratorium, 
termasuk tes PCR, 
dinilai penting agar po-
tensi penyebaran virus 
dapat segera diketahui 
apabila ditemukan ka-
sus mencurigakan.

Kekhawatiran terha-
dap hantavirus muncul 
setelah World Health 
Organization mengon-
firmasi lima orang ter-
infeksi virus tersebut 
di kapal pesiar MV 
Hondius. Dari jumlah 
itu, tiga orang dilapor-
kan meninggal dunia 
sehingga memicu per-
hatian banyak negara 
terhadap potensi penye-
baran lintas wilayah.

Kasus di kapal pe-
siar itu mengingatkan 
dunia pada sejumlah 
wabah internasional 
sebelumnya yang ber-
mula dari lingkungan 
tertutup transportasi 
laut. Pada awal pan-
demi Covid-19, kapal 
pesiar Diamond Prin-
cess sempat menjadi 
sorotan dunia setelah 
ratusan penumpang ter-
papar virus corona saat 
berlabuh di Jepang.

Secara historis, 
hantavirus bukan pen-
yakit baru. Virus ini 
pertama kali mendapat 
perhatian luas saat ter-
jadi wabah Hantavirus 
Pulmonary Syndrome 
(HPS) di wilayah Four 
Corners, Amerika Seri-
kat, pada 1993. Wabah 
tersebut menyebabkan 
puluhan korban jiwa 
dan mendorong pene-
litian global mengenai 
penyebaran virus dari 
hewan pengerat kepada 
manusia.

Di kawasan Asia, 
kasus hantavirus juga 
pernah ditemukan di 
sejumlah negara sep-
erti China dan Korea 
Selatan. Bahkan, istilah 
hantavirus berasal dari 
Sungai Hantan di Ko-
rea, lokasi pertama vi-
rus tersebut diidentifi-
kasi saat Perang Korea 
pada awal 1950-an.

Di Indonesia sendi-
ri, kewaspadaan terh-
adap penyakit zoono-
sis atau penyakit yang 
ditularkan dari hewan 
ke manusia sebenarnya 
telah meningkat dalam 

beberapa tahun terakh-
ir. Pemerintah sebelum-
nya juga memperkuat 
pengawasan terhadap 
flu burung, rabies, hing-
ga Covid-19 sebagai 
bagian dari sistem miti-
gasi wabah nasional.

Menteri Kesehatan 
RI, Budi Gunadi Sa-
dikin, mengatakan pe-
merintah telah melaku-
kan koordinasi dengan 
WHO untuk memper-
oleh panduan teknis 
mengenai langkah 
skrining dan penanga-
nan dini terhadap po-
tensi penyebaran hanta-
virus.

“Virus ini, kan, 
lumayan virus yang 
berbahaya, jadi kita 
sudah koordinasi den-
gan WHO, kita minta 
guidance untuk bisa 
melakukan skriningn-
ya,” ujar Budi seperti 
dikutip dari detikhealth, 
Kamis (7/5).

Menurut Budi, hasil 
koordinasi sementara 
menunjukkan penye-
baran virus masih ter-
konsentrasi di kapal 
pesiar tersebut dan 
belum ditemukan ind-
ikasi penyebaran luas 
ke negara lain. Meski 
demikian, pemerintah 
tetap meningkatkan ke-
waspadaan guna men-
gantisipasi kemungk-
inan penularan lintas 
negara.

Pengamat keseha-
tan masyarakat menilai 
langkah pencegahan 
di pintu masuk negara 
sangat penting dilaku-
kan, terutama karena 
Indonesia merupakan 
negara kepulauan den-
gan lalu lintas pela-
yaran dan penerbangan 
internasional yang cuk-
up padat.

Selain pengawasan 
medis, edukasi kepada 
masyarakat mengenai 
pentingnya menjaga 
kebersihan lingkun-
gan dan menghindari 
kontak dengan hewan 
pengerat juga dinilai 
menjadi bagian penting 
dalam upaya pencegah-
an.

Dengan meningkat-
nya perhatian dunia ter-
hadap kasus hantavirus, 
pemerintah diharapkan 
mampu memperkuat 
sistem surveilans kese-
hatan nasional agar In-
donesia dapat lebih siap 
menghadapi ancaman 
penyakit menular glob-
al di masa mendatang.
(*)
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KOLAKA, BP- 
Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara 
mulai memfokus-
kan arah pembangu-
nan tahun 2027 pada 
penguatan kolaborasi 
lintas pemerintah-
an, pemerataan pem-
bangunan wilayah, 
serta efisiensi penge-
lolaan anggaran daer-
ah. Langkah tersebut 
ditegaskan Gubernur 
Sulawesi Tenggara, 
Andi Sumangerukka, 
saat membuka Musy-
awarah Perencanaan 
Pembangunan (Mus-
renbang) Provinsi 
Sulawesi Tengga-
ra di Kolaka, Selasa 
(5/5/2026).

Di tengah tantangan 
fiskal daerah dan dina-
mika ekonomi glob-
al, Sulawesi Tenggara 
mencatat pertumbuhan 
ekonomi sebesar 5,70 
persen pada 2025. 
Angka itu lebih tinggi 
dibanding pertumbu-
han ekonomi nasional 
sebesar 5,11 persen 
dan meningkat dari ca-
paian Sultra pada 2024 
yang berada di level 
5,40 persen.

Meski pertumbu-
han ekonomi menun-
jukkan tren positif, 
pemerintah daerah 
masih menghadapi 
pekerjaan rumah be-
sar terkait pengentasan 
kemiskinan. Tingkat 
kemiskinan Sulawesi 
Tenggara pada 2025 
tercatat sebesar 10,14 
persen atau masih leb-
ih tinggi dibanding ra-
ta-rata nasional yang 
berada di angka 8,26 
persen.

“Pembangunan ti-
dak boleh lagi berjalan 
sendiri-sendiri. Semua 
harus terhubung, mu-
lai dari pusat, provin-

Andi Sumangerukka Tekankan 
Pembangunan Terintegrasi di 

Musrenbang Sultra 2026

Laporan: Mashuri si, sampai kabupaten 
dan kota agar hasilnya 
benar-benar dirasakan 
masyarakat,” kata 
Andi Sumangerukka 
dalam sambutannya.

Menurut gubernur, 
pendekatan pemban-
gunan yang bersifat 
sektoral selama ini 
dinilai kurang efek-
tif dalam mengatasi 
kesenjangan wilayah 
maupun ketimpangan 
ekonomi masyarakat. 
Karena itu, Pemerin-
tah Provinsi Sulawesi 
Tenggara mulai men-
dorong model pem-
bangunan terintegrasi 
berbasis kolaborasi.

Ia menilai pengua-
tan sinergi antarlemba-
ga menjadi kebutuhan 
mendesak, terutama 
menghadapi tantangan 
global seperti perlam-
batan ekonomi dun-
ia, tekanan geopolitik 
internasional, hingga 
ketidakpastian harga 
komoditas tambang 
dan energi yang turut 
memengaruhi daerah 
penghasil sumber daya 
alam seperti Sulawesi 
Tenggara.

“Kolaborasi adalah 
kunci utama. Kalau 
pemerintah berjalan 
bersama, maka pem-
bangunan akan lebih 
tepat sasaran dan ber-
dampak nyata,” ujarn-
ya.

Dalam forum Mus-
renbang tersebut, 
gubernur juga men-
yoroti ketimpangan 
pembangunan antara 
wilayah kepulauan 
dan wilayah daratan 
yang masih menjadi 
persoalan klasik di Su-
lawesi Tenggara.

Wilayah kepulau-
an akan diprioritaskan 
pada percepatan pem-
bangunan infrastruk-
tur dasar, peningkatan 
akses transportasi laut, 

serta penguatan konek-
tivitas antarpulau. Se-
mentara itu, wilayah 
daratan diarahkan 
pada pengembangan 
ekonomi kerakyatan 
berbasis koperasi dan 
usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM).

Pemerintah daer-
ah turut mendorong 
penguatan program 
Koperasi Merah Pu-
tih sebagai penggerak 
ekonomi lokal. Skema 
tersebut diharapkan 
mampu mempertemu-
kan pelaku UMKM 
dengan kawasan in-
dustri dan pasar yang 
lebih luas.

Sejumlah indikator 
makro pembangunan 
Sulawesi Tenggara 
juga menunjukkan 
perkembangan posi-
tif. Gini Ratio pada 
September 2025 ter-
catat sebesar 0,357 
atau membaik diband-
ing Maret 2025 sebe-
sar 0,363. Sementara 
tingkat pengangguran 
terbuka pada Februari 
2026 berada di angka 
3,33 persen dan ter-
masuk salah satu yang 
terendah secara nasi-
onal.

Di sektor kualitas 
sumber daya manu-
sia, Indeks Pemban-
gunan Manusia (IPM) 
Sulawesi Tenggara 
tahun 2025 mencapai 
74,25 dengan kategori 
tinggi. Angka tersebut 
meningkat diband-
ingkan capaian tahun 
2024 sebesar 73,62.

Secara historis, 
arah pembangunan 
berbasis kolaborasi se-
benarnya telah menja-
di pendekatan nasion-
al sejak era reformasi 
melalui penguatan 
desentralisasi dan oto-
nomi daerah. Pemer-
intah pusat dalam be-
berapa tahun terakhir 

juga terus mendorong 
sinkronisasi pemban-
gunan pusat dan daer-
ah melalui Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 
(RPJMN).

Di tingkat inter-
nasional, pendekatan 
pembangunan kolab-
oratif juga diterapkan 
di berbagai negara 
berkembang dalam 
mendukung agenda 
Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) 
atau Tujuan Pemban-
gunan Berkelanjutan 
yang diinisiasi United 
Nations. Salah satu 
fokus utamanya ada-
lah mengurangi kes-
enjangan wilayah dan 
memperkuat pemban-
gunan inklusif.

Andi Sumangeruk-
ka mengakui bahwa 
tantangan fiskal daerah 
ke depan tidak ringan. 
Ketergantungan terha-
dap transfer dana pusat 
masih cukup tinggi, 
sementara belanja op-
erasional dan biaya pe-
meliharaan aset daerah 
terus meningkat dari 
tahun ke tahun.

“Kita harus me-
mastikan setiap an-
ggaran yang di-
belanjakan memberi 
manfaat langsung ke-
pada masyarakat. Be-
lanja pemerintah harus 
produktif dan mem-
perkuat pelayanan 
publik,” katanya.

Forum Musrenbang 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara 2027 di Ko-
laka itu dihadiri unsur 
pemerintah kabupaten 
dan kota, DPRD, aka-
demisi, pelaku usaha, 
organisasi masyarakat, 
hingga perwakilan pe-
merintah pusat. Hasil 
forum tersebut akan 
menjadi dasar peny-
usunan arah kebijakan 
pembangunan Su-
lawesi Tenggara tahun 
2027.(*)

SULTRA BP- Pe-
merintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara 
bergerak cepat menan-
gani dampak banjir 
yang merendam ka-
wasan Kali Wanggu 
di Kelurahan Lepo-
Lepo, Kecamatan Ba-
ruga, Kota Kendari. 
Penanganan dilakukan 
melalui koordinasi 
lintas instansi den-
gan fokus utama pada 
keselamatan warga, 
pelayanan kesehatan, 
serta pemenuhan ke-
butuhan dasar mas-
yarakat terdampak.

Hingga Sabtu 
malam, 9 Mei 2026, 
Pelaksana Harian Sek-
retaris Daerah Sultra, 
Muhammad Fadlan-
syah, turun langsung 
ke lokasi banjir untuk 
memastikan proses 
penanganan berjalan 
optimal. Ia terlihat 
mendampingi petugas 
gabungan yang masih 
melakukan pemantau-
an dan pelayanan ke-
pada warga.

Pemerintah daer-
ah mengerahkan se-
jumlah organisasi 
perangkat daerah, di 
antaranya Badan Pen-
anggulangan Bencana 
Daerah (BPBD), Di-
nas Sosial, dan Di-
nas Kesehatan Sul-
tra. Langkah tersebut 
dilakukan segera 
setelah laporan banjir 
diterima dari wilayah 
terdampak di sekitar 
aliran Kali Wanggu.

Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Infor-
matika Sultra, Andi 
Syahrir, mengatakan 
pemerintah terus me-
mantau perkemban-
gan situasi di lapan-
gan guna memastikan 
masyarakat memper-
oleh bantuan secara 
cepat dan tepat.

“Begitu meneri-
ma laporan kejadian 
banjir, instansi teknis 
langsung bergerak 
melakukan penanga-

Pemprov Sultra Siaga Tangani Banjir 
Kali Wanggu, 112 Warga Terdampak 

di Kendari

Laporan: Lisna nan darurat di lokasi 
terdampak,” ujar Andi 
Syahrir.

Berdasarkan data 
sementara Dinas So-
sial Sultra, banjir ber-
dampak pada wilayah 
RT 03, RT 09, dan RT 
12 di Kelurahan Lepo-
Lepo. Sedikitnya 42 
kepala keluarga atau 
112 jiwa tercatat ter-
dampak akibat melu-
apnya air di kawasan 
tersebut.

Selain mengganggu 
aktivitas warga, banjir 
juga menyebabkan 35 
rumah terendam air 
dengan ketinggian ber-
variasi. Sejumlah war-
ga memilih bertahan 
di rumah, sementara 
sebagian lainnya men-
gungsi ke lokasi aman 
yang telah disiapkan 
pemerintah.

Untuk mendukung 
penanganan darurat, 
Dinas Sosial Sultra 
mendirikan tenda pe-
ngungsian dan dapur 
umum lapangan. 
Fasilitas itu digunakan 
untuk memenuhi ke-
butuhan logistik dan 
konsumsi masyarakat 
selama masa tanggap 
darurat berlangsung.

“Dapur umum su-
dah beroperasi untuk 
membantu kebutuhan 
makanan warga ter-
dampak,” kata Andi 
Syahrir.

Sementara itu, Di-
nas Kesehatan Sultra 
mengerahkan ambu-
lans beserta tenaga 
medis ke lokasi banjir. 
Petugas kesehatan di-
siagakan untuk mem-
berikan layanan pe-
meriksaan kesehatan 
serta mengantisipasi 
munculnya penyakit 
pascabanjir seperti di-
are, infeksi kulit, dan 
demam berdarah.

BPBD Sultra juga 
terus melakukan koor-
dinasi dengan pemer-
intah kota dan aparat 
setempat guna mem-
percepat penanga-
nan serta memastikan 
kondisi masyarakat 

tetap aman. Proses 
pendataan korban dan 
kerusakan masih terus 
dilakukan hingga situ-
asi benar-benar kon-
dusif.

“Keselamatan mas-
yarakat menjadi prior-
itas utama pemerintah 
dalam penanganan 
bencana ini,” ujar Andi 
Syahrir menegaskan.

Secara historis, 
kawasan sekitar Kali 
Wanggu memang ter-
masuk daerah rawan 
banjir di Kota Kend-
ari. Dalam beberapa 
tahun terakhir, luapan 
sungai kerap terjadi 
saat intensitas hujan 
meningkat, terutama 
akibat berkurangnya 
daerah resapan air dan 
sedimentasi sungai.

Badan Nasional 
Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) sebel-
umnya juga mencatat 
bahwa banjir menjadi 
bencana hidrometeo-
rologi paling dominan 
di Indonesia. Fenome-
na tersebut meningkat 
dalam satu dekade ter-
akhir seiring perubah-
an iklim global yang 
memicu cuaca ekstrem 
di berbagai wilayah.

Secara internasion-
al, Organisasi Meteo-
rologi Dunia (WMO) 
menyebutkan bahwa 
peningkatan curah hu-
jan ekstrem akibat pe-
manasan global telah 
menyebabkan frekuen-
si banjir meningkat di 
sejumlah negara Asia 
Pasifik. Indonesia ter-
masuk negara yang 
rentan menghadapi 
dampak perubahan 
iklim karena memiliki 
banyak wilayah pesisir 
dan daerah aliran sun-
gai padat penduduk.

Pemerintah Provin-
si Sultra berharap 
kondisi cuaca segera 
membaik agar proses 
pemulihan lingkun-
gan dan aktivitas 
masyarakat dapat ber-
langsung lebih cepat. 
Warga juga diimbau 
tetap waspada terh-
adap potensi hujan 
susulan yang dapat 
memicu kenaikan deb-
it air di kawasan Kali 
Wanggu.(*)
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BUTON, BP- Pe-
merintah Kabupaten 
Buton meneguhkan 
komitmennya dalam 
membangun pen-
didikan berkualitas 
melalui upacara per-
ingatan Hari Pendi-
dikan Nasional (Har-
diknas) Tahun 2026 
yang digelar di Lapa-
ngan Upacara Perkan-
toran Takawa, Senin 
(4/5/2026). Momen-
tum tersebut diman-
faatkan pemerintah 
daerah untuk mem-
perkuat sinergi antara 
pemerintah, tenaga 
pendidik, siswa, dan 
masyarakat dalam 
menciptakan sumber 
daya manusia unggul 
dan berdaya saing.

Upacara ber-
langsung khidmat dan 
sederhana dengan mel-
ibatkan seluruh Organ-
isasi Perangkat Daer-
ah (OPD), guru, serta 
pelajar mulai jenjang 
sekolah dasar hing-
ga sekolah menengah 
atas. Kehadiran berb-
agai unsur pendidikan 
itu mencerminkan se-
mangat kolektif dalam 
mendukung pemban-
gunan pendidikan di 
Kabupaten Buton.

Bertindak sebagai 
Inspektur Upacara, 
Asisten Sekretaris 
Daerah Bidang Pe-
merintahan dan Kese-
jahteraan Masyarakat, 
Drs. Awaluddin, 
memimpin jalann-
ya kegiatan sekaligus 
membacakan sam-
butan Menteri Pen-
didikan Dasar dan 
Menengah Republik 
Indonesia mewakili 
Bupati Buton.

Dalam sambutan 
tersebut ditegaskan 
bahwa Hari Pendi-
dikan Nasional bukan 
hanya agenda seremo-
nial tahunan, melaink-
an momentum refleksi 

Hardiknas 2026 di Buton Teguhkan 
Komitmen Pendidikan Berkualitas

Pewarta: La Harman untuk memperkuat 
arah pendidikan nasi-
onal di tengah tantan-
gan zaman yang terus 
berkembang.

“Peringatan Hari 
Pendidikan Nasion-
al adalah momentum 
untuk kita melakukan 
refleksi, meneguhkan, 
dan menghidupkan 
spirit pendidikan na-
sional,” kata Menteri 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah dalam sam-
butan yang dibacakan 
Inspektur Upacara.

Pemerintah pusat, 
lanjut sambutan terse-
but, menempatkan 
pendidikan sebagai 
fondasi utama dalam 
membangun perad-
aban bangsa. Pen-
didikan tidak hanya 
diarahkan pada pen-
ingkatan kemampuan 
akademik, tetapi juga 
pembentukan karakter, 
moral, dan tanggung 
jawab sosial peserta 
didik.

“Pada hakikatn-
ya pendidikan adalah 
proses yang dilak-
sanakan secara tulus 
dan penuh kasih say-
ang untuk memanu-
siakan manusia,” ujar 
Menteri Pendidikan 
Dasar dan Menengah.

Dalam konteks 
nasional, Hari Pen-
didikan Nasional 
diperingati setiap 2 
Mei sebagai penghor-
matan terhadap tokoh 
pelopor pendidikan 
Indonesia, Ki Hajar 
Dewantara. Peneta-
pan tanggal tersebut 
berdasarkan Keputu-
san Presiden Nomor 
316 Tahun 1959 yang 
menjadikan momen-
tum Hardiknas sebagai 
pengingat pentingnya 
pendidikan bagi kema-
juan bangsa.

Secara historis, In-
donesia terus berupaya 
meningkatkan kualitas 
pendidikan sejak awal 
kemerdekaan. Data 

Kementerian Pendi-
dikan menunjukkan 
angka partisipasi se-
kolah terus meningkat 
dalam dua dekade ter-
akhir, seiring perlua-
san akses pendidikan 
hingga wilayah ter-
pencil serta peningka-
tan program bantuan 
pendidikan nasional.

Di tingkat glob-
al, perhatian terha-
dap pendidikan juga 
menjadi agenda uta-
ma dunia melalui 
program Sustainable 
Development Goals 
(SDGs) yang ditetap-
kan United Nations. 
Pada Tujuan Keempat 
SDGs, seluruh negara 
didorong menjamin 
pendidikan berkuali-
tas yang inklusif dan 
merata bagi semua ka-
langan hingga tahun 
2030.

Pemerintah In-
donesia melalui Ke-
menterian Pendidikan 
Dasar dan Menengah 
pun terus menjalank-
an sejumlah kebija-
kan strategis untuk 
meningkatkan mutu 
pendidikan nasional. 
Program pembelajaran 
mendalam atau deep 
learning, penguatan 
kompetensi guru, pen-
ingkatan kesejahteraan 
tenaga pendidik, serta 
pendidikan karakter 
menjadi bagian dari 
agenda prioritas pe-
merintah.

“Pendidikan memi-
liki peran strategis 
dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa 
sekaligus memban-
gun karakter generasi 
yang unggul,” demiki-
an kutipan sambutan 
Menteri Pendidikan 
Dasar dan Menengah.

Selain itu, pemer-
intah juga berupaya 
memperluas akses 
pendidikan inklusif 
agar seluruh anak In-
donesia memperoleh 
hak pendidikan yang 
sama tanpa meman-

dang latar belakang so-
sial maupun geografis.

Di Kabupaten Bu-
ton, semangat terse-
but tercermin dari 
antusiasme peserta 
upacara yang mengi-
kuti seluruh rangkaian 
kegiatan dengan tertib 
dan penuh rasa nasi-
onalisme. Para guru 
dan siswa tampak 
mengenakan seragam 
resmi serta mengikuti 
prosesi upacara den-
gan penuh penghor-
matan.

Asisten Sekretaris 
Daerah Bidang Pe-
merintahan dan Kese-
jahteraan Masyarakat, 
Drs. Awaluddin, men-
egaskan bahwa pemer-
intah daerah akan terus 
mendukung kebijakan 
pendidikan nasion-
al demi menciptakan 
generasi muda yang 
kompetitif dan berk-
arakter.

“Kami berharap 
seluruh elemen mas-
yarakat dapat ter-
us bersinergi dalam 
meningkatkan kuali-
tas pendidikan demi 
masa depan generasi 
penerus bangsa,” ujar 
Awaluddin.

Peringatan Hardi-
knas 2026 di Kabu-
paten Buton sekaligus 
menjadi pengingat 
bahwa pendidikan 
merupakan investasi 
jangka panjang dalam 
membangun bangsa. 
Di tengah perkemban-
gan teknologi dan tan-
tangan global, kualitas 
sumber daya manusia 
dinilai menjadi fak-
tor penentu kemajuan 
suatu daerah maupun 
negara.

Melalui momentum 
tersebut, Pemerintah 
Kabupaten Buton ber-
harap semangat me-
majukan pendidikan 
tidak berhenti pada 
seremoni tahunan, me-
lainkan diwujudkan 
dalam langkah nyata 
yang mampu meng-
hadirkan pendidikan 
berkualitas, merata, 
dan berkeadilan bagi 
seluruh masyarakat.(*)

BUTON TEN-
GAH, BP- Pemerintah 
Kabupaten Buton Ten-
gah terus memperluas 
akses pelayanan kese-
hatan bagi masyarakat 
melalui kegiatan bakti 
sosial pelayanan kes-
ehatan gratis yang di-
pusatkan di Gedung 
Kesenian Kecamatan 
Mawasangka, Senin 
(4/5/2026). Kegiatan 
tersebut menghadir-
kan berbagai layanan 
medis mulai dari pe-
meriksaan kesehatan 
umum hingga pe-
layanan dokter spesia-
lis sebagai bagian dari 
upaya memperkuat de-
teksi dini penyakit di 
daerah.

Bupati Buton Ten-
gah, Azhari, yang 
hadir langsung da-
lam kegiatan itu me-
negaskan bahwa pe-
merataan layanan 
kesehatan menjadi 
salah satu agenda 
prioritas pemerintah 
daerah. Menurut dia, 
masyarakat di wilayah 
kepulauan dan keca-
matan terpencil harus 
memperoleh pelayanan 
kesehatan yang sama 
dengan masyarakat di 
wilayah perkotaan.

“Pelayanan kese-
hatan tidak boleh ha-
nya terpusat di ibu 
kota daerah. Semua 
masyarakat harus 
mendapatkan hak yang 
sama untuk mem-
peroleh pemeriksaan 
dan penanganan me-
dis secara layak,” ujar 
Azhari di hadapan 
tenaga medis dan mas-
yarakat yang menghad-
iri kegiatan tersebut.

Kegiatan bakti so-
sial tersebut menye-
diakan sejumlah 
layanan kesehatan 
gratis, antara lain kh-
itanan massal, pemer-
iksaan dokter bedah, 
pelayanan dokter 
penyakit dalam, dok-
ter kandungan atau 
OBGYN, dokter anak, 
hingga cek kesehatan 
gratis bagi masyarakat 
umum. Warga tampak 
memadati lokasi ke-
giatan sejak pagi un-
tuk mendapatkan pe-
layanan kesehatan.

Menurut Azhari, 
langkah deteksi dini 
sangat penting dilaku-
kan agar penyakit 
dapat diketahui lebih 

Bakti Sosial di Mawasangka Jadi 
Langkah Deteksi Dini Penyakit Warga 

Di Buton Tengah

Laporan: Ardi cepat sebelum berkem-
bang menjadi kondisi 
yang lebih serius. Pe-
merintah daerah, kata 
dia, membutuhkan data 
kesehatan masyarakat 
sebagai dasar dalam 
menentukan langkah 
mitigasi dan penanga-
nan yang tepat.

“Atas nama Pemer-
intah Kabupaten Buton 
Tengah, saya menga-
presiasi seluruh tenaga 
kesehatan yang terus 
menghadirkan inovasi 
pelayanan bagi mas-
yarakat. Kegiatan sep-
erti ini harus dilakukan 
secara berkelanjutan,” 
katanya.

Dorongan terhadap 
penguatan layanan kes-
ehatan daerah sejalan 
dengan kebijakan na-
sional pemerintah da-
lam memperluas cak-
upan layanan kesehatan 
primer. Dalam beber-
apa tahun terakhir, pe-
merintah pusat terus 
menggalakkan program 
transformasi kesehatan 
yang menitikberatkan 
pada pencegahan pen-
yakit, pemeriksaan ber-
kala, serta penguatan 
fasilitas layanan dasar 
hingga tingkat desa.

Secara historis, In-
donesia juga pernah 
menghadapi berbagai 
tantangan kesehatan 
masyarakat, mulai dari 
wabah malaria, tu-
berkulosis, hingga pan-
demi Covid-19 yang 
mendorong pemerintah 
memperkuat sistem 
kesehatan nasional. 
Berdasarkan data Ke-
menterian Kesehatan, 
pendekatan promotif 
dan preventif kini men-
jadi fokus utama pem-
bangunan kesehatan 
untuk menekan angka 
penyakit kronis di mas-
yarakat.

Di tingkat inter-
nasional, Organisasi 
Kesehatan Dunia atau 
WHO sejak lama me-
nekankan pentingnya 
pelayanan kesehatan 
primer melalui deklara-
si Alma-Ata tahun 1978 
yang menjadi tonggak 
pemerataan akses kes-
ehatan global. Konsep 
tersebut mendorong 
negara-negara, terma-
suk Indonesia, untuk 
memastikan layanan 
kesehatan dasar dapat 
diakses masyarakat 
hingga wilayah terpen-
cil.

Azhari menambah-
kan, Pemerintah Ka-

bupaten Buton Tengah 
akan berupaya mem-
perluas pelaksanaan 
kegiatan serupa ke 
seluruh kecamatan, 
termasuk Kecamatan 
Talaga Raya. Langkah 
itu dinilai penting un-
tuk memastikan mas-
yarakat kepulauan tidak 
mengalami kesenjan-
gan layanan kesehatan.

“Mari kita manfaat-
kan pelayanan yang 
telah tersedia hari ini. 
Semoga masyarakat 
selalu diberikan kese-
hatan dan perlindungan 
dari berbagai penya-
kit,” ucapnya.

Pelaksanaan bak-
ti sosial tersebut turut 
melibatkan berbagai 
unsur lintas sektor. 
Hadir dalam kegia-
tan itu Danyon TP 870 
Sangia Wambulu Let-
kol Inf. Andi Gumilang, 
Sekretaris Dinas Kes-
ehatan Buton Tengah 
Hasrun Hasanu, SKM, 
M.Kes, Direktur RSUD 
Buton Tengah dr. 
Soraya Wildhani Jam-
il, Sp.PD, serta Camat 
Mawasangka Imadu-
din, S.Pd.

Kegiatan ini juga 
mendapat dukungan 
dari Yonif 870 Sangia 
Wambulu, Ikatan Dok-
ter Indonesia, Persat-
uan Perawat Nasional 
Indonesia, dan Palang 
Merah Indonesia. Ko-
laborasi tersebut dinilai 
menjadi kekuatan pent-
ing dalam mendukung 
peningkatan kualitas 
layanan kesehatan daer-
ah.

Partisipasi mas-
yarakat yang cukup 
tinggi dalam kegiatan 
tersebut menunjukkan 
meningkatnya kesada-
ran warga terhadap 
pentingnya pemerik-
saan kesehatan secara 
berkala. Pemerintah 
daerah berharap kegia-
tan pelayanan keseha-
tan gratis dapat menjadi 
agenda rutin yang men-
jangkau seluruh lapisan 
masyarakat.

Dengan penguatan 
kolaborasi antara pe-
merintah, tenaga kese-
hatan, organisasi pro-
fesi, dan unsur TNI, 
Pemerintah Kabupaten 
Buton Tengah optimis-
tis kualitas kesehatan 
masyarakat akan ter-
us meningkat. Upaya 
tersebut sekaligus men-
jadi bagian dari pem-
bangunan sumber daya 
manusia yang sehat dan 
produktif di daerah.(*)
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JAKARTA, BP- 
Badan Pengawas Obat 
dan Makanan mene-
mukan 11 produk kos-
metik yang terbukti 
mengandung bahan 
berbahaya dan bahan 
dilarang selama pen-
gawasan triwulan per-
tama 2026. Temuan 
tersebut memicu 
langkah tegas berupa 
pencabutan izin edar, 
penghentian distribu-
si, hingga penelusuran 
rantai produksi di berb-
agai daerah.

Kepala Badan 
Pengawas Obat dan 
Makanan, Taruna Ikrar, 
mengatakan seluruh 
produk tersebut telah 
melalui pengujian lab-
oratorium dan dinya-
takan tidak memenuhi 
standar keamanan kos-
metik yang berlaku di 
Indonesia.

“{Produk kosme-
tik yang beredar wajib 
memenuhi standar kea-
manan, kemanfaatan, 
dan mutu. Tidak ada 
toleransi bagi penggu-
naan bahan berbahaya 
yang dapat membaha-
yakan kesehatan mas-
yarakat,” ujar Taruna 
Ikrar dalam keteran-
gannya di Jakarta.

Dari total temuan 
tersebut, empat merek 
diketahui merupakan 
kosmetik hasil kontrak 
produksi, dua merek 
kosmetik lokal, dua 
merek kosmetik im-
por, serta tiga merek 
kosmetik tanpa izin 
edar (TIE). Seluruhn-
ya ditemukan melalui 
pengawasan rutin 
BPOM terhadap pro-
duk yang beredar di 
pasaran selama Januari 
hingga Maret 2026.

BPOM menemukan 
sejumlah zat berbaha-
ya dalam produk-pro-
duk itu, antara lain 
asam retinoat, dek-
sametason, hidrokinon, 
merkuri, pewarna mer-
ah K10, serta senyawa 
1,4-dioksan. Kandun-
gan tersebut dilarang 
atau dibatasi penggu-
naannya karena ber-
isiko serius terhadap 
kesehatan manusia.

Menurut BPOM, 
asam retinoat dapat 
memicu iritasi kulit 
dan bersifat teratogenik 
yang berbahaya bagi 
janin. Deksametason 
yang tergolong steroid 
berpotensi menyebab-

BPOM Temukan 11 Kosmetik Berbahaya 
Beredar di Indonesia

Peliput: Andina L

kan dermatitis, jerawat 
parah, hingga ganggu-
an hormonal jika di-
gunakan tanpa penga-
wasan medis.

Sementara itu, hi-
drokinon dan merkuri 
diketahui dapat menye-
babkan perubahan 
warna kulit permanen, 
iritasi berat, serta ker-
usakan organ tubuh 
seperti ginjal. Adapun 
senyawa 1,4-dioksan 
dan pewarna merah 
K10 disebut memiliki 
potensi karsinogenik 
atau memicu kanker.

“Temuan ini menun-
jukkan masih adan-
ya pelaku usaha yang 
mengabaikan kesela-
matan konsumen demi 
keuntungan ekonomi. 
BPOM tidak akan ragu 
mengambil tindakan 
administratif maupun 
pidana,” kata Taruna 
Ikrar.

Sebagai tindak lan-
jut, BPOM telah me-
merintahkan penghen-
tian sementara kegiatan 
(PSK) terhadap produk 
terkait, termasuk peng-
hentian produksi, dis-
tribusi, hingga impor 
kosmetik yang melang-
gar aturan. Penertiban 
juga dilakukan melalui 
unit pelaksana teknis di 
seluruh Indonesia terh-
adap fasilitas produksi 
dan sarana retail.

Selain melakukan 
penarikan produk dari 
peredaran, BPOM turut 
menelusuri rantai dis-
tribusi guna mencegah 
produk serupa kembali 
masuk ke pasar. Lang-
kah tersebut dilakukan 
sebagai upaya mem-
persempit ruang gerak 

peredaran kosmetik ile-
gal yang masih marak 
ditemukan.

Secara hukum, 
peredaran kosmetik 
mengandung bahan 
berbahaya melang-
gar Pasal 435 ayat (1) 
juncto Pasal 138 ayat 
(2) Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan. 
Dalam aturan itu dise-
butkan bahwa pelaku 
dapat dikenai pidana 
penjara paling lama 12 
tahun atau denda mak-
simal Rp5 miliar.

Kasus temuan kos-
metik berbahaya se-
benarnya bukan kali 
pertama terjadi di Indo-
nesia. Dalam beberapa 
tahun terakhir, BPOM 
berkali-kali menemu-
kan produk pemutih 
kulit ilegal yang men-
gandung merkuri dan 
hidrokinon. Pada 2024 
misalnya, BPOM juga 
mengungkap puluhan 
produk kosmetik ilegal 
dengan nilai ekonomi 
mencapai miliaran ru-
piah yang sebagian be-
sar dipasarkan secara 
daring melalui media 
sosial dan platform 
e-commerce.

Fenomena peng-
gunaan bahan berba-
haya dalam kosmetik 
juga menjadi perha-
tian global. Organisasi 
Kesehatan Dunia atau 
World Health Organi-
zation pernah mem-
peringatkan tingginya 
risiko kesehatan akibat 
penggunaan merkuri 
dalam produk pemutih 
kulit, terutama di nega-
ra-negara berkembang 
di Asia dan Afrika.

Secara internasi-

onal, sejumlah negara 
seperti Amerika Ser-
ikat dan anggota Uni 
Eropa telah melarang 
penggunaan merkuri 
dalam kosmetik sejak 
lama karena terbukti 
berdampak buruk bagi 
sistem saraf, ginjal, ser-
ta perkembangan janin. 
Konvensi Minamata 
yang diadopsi Perser-
ikatan Bangsa-Bangsa 
juga mendorong peng-
hapusan penggunaan 
merkuri pada berbagai 
produk konsumen, ter-
masuk kosmetik.

Di Indonesia sendi-
ri, tingginya permint-
aan terhadap produk 
pemutih instan dise-
but menjadi salah satu 
faktor maraknya pere-
daran kosmetik ilegal. 
Produk dengan klaim 
hasil cepat kerap dimi-
nati konsumen meski-
pun tidak memiliki izin 
edar resmi.

BPOM mengingat-
kan masyarakat agar 
tidak mudah tergiur 
iklan kosmetik dengan 
janji hasil instan tanpa 
memperhatikan aspek 
keamanan. Konsumen 
diminta selalu memer-
iksa nomor izin edar 
dan memastikan pro-
duk dibeli dari jalur 
distribusi resmi.

“ M e n i n g k a t n y a 
temuan ini menja-
di sinyal bahwa ke-
waspadaan tidak boleh 
diturunkan. Mas-
yarakat harus lebih kri-
tis dalam memilih kos-
metik dan memastikan 
produk yang digunakan 
memiliki izin edar re-
smi,” ujar Taruna Ikrar.

Pengawasan terha-
dap kosmetik, menurut 
BPOM, akan ter-
us diperketat seiring 
meningkatnya transak-
si produk kecantikan 
melalui platform dig-
ital. Pemerintah juga 
mendorong pelaku 
usaha mematuhi regu-
lasi demi menciptakan 
industri kosmetik nasi-
onal yang aman, sehat, 
dan berdaya saing.

BPOM menegas-
kan perlindungan 
konsumen tidak ha-
nya menjadi tanggu-
ng jawab pemerintah, 
melainkan membu-
tuhkan kesadaran pro-
dusen dan partisipasi 
aktif masyarakat untuk 
memutus rantai pere-
daran kosmetik berba-
haya di Indonesia.(*)

JAKARTA, BP- Pe-
merintah mempercepat 
langkah eliminasi ma-
laria nasional dengan 
memperkuat pengen-
dalian kasus di wilayah 
timur Indonesia, khu-
susnya Papua, demi 
mencapai target Indone-
sia bebas malaria pada 
2030. Meski sebanyak 
80 persen kabupaten/
kota telah dinyatakan 
bebas malaria, pening-
katan kasus dalam dua 
tahun terakhir menjadi 
perhatian serius Kemen-
terian Kesehatan.

Pelaksana Tugas 
(Plt.) Direktur Jenderal 
Pencegahan dan Pen-
gendalian Penyakit Ke-
menterian Kesehatan 
RI, dr. Andi Saguni, 
mengatakan tantangan 
eliminasi malaria saat 
ini terletak pada tinggin-
ya penularan di kawasan 
Papua yang masih men-
dominasi kasus nasion-
al.

“Secara kewilayah-
an, dari seluruh kasus 
malaria di Indonesia, 
95 persen berasal dari 
kawasan Papua yang 
mencakup enam provin-
si. Ini menjadi aten-
si kita bersama untuk 
bisa segera diwujudkan 
eliminasinya,” ujar Andi 
dalam keterangannya di 
Jakarta saat peringatan 
Hari Malaria Sedunia 
2026, Kamis (30/4).

Berdasarkan data 
Kementerian Keseha-
tan, jumlah kasus ma-
laria sepanjang 2025 
mencapai 706.297 kasus 
atau meningkat sekitar 
30 persen dibandingkan 
tahun 2024 yang tercatat 
sebanyak 543.965 ka-
sus. Dari angka tersebut, 
sekitar 674.046 kasus 
ditemukan di wilayah 
Papua.

Kementerian Kese-
hatan menilai kenaikan 
kasus bukan sepenuhn-
ya mencerminkan kega-
galan pengendalian pen-
yakit. Pemerintah justru 
melihat peningkatan itu 
dipicu oleh semakin ma-
sifnya penemuan kasus 
secara aktif di lapan-
gan dan penguatan pel-
aporan digital melalui 
Sistem Informasi Sur-
veilans Malaria (SIS-
MAL).

“Peningkatan ang-
ka kasus terjadi karena 
penemuan kasus sema-
kin aktif dan sistem pel-
aporan kini lebih baik. 
Ini justru membantu 
pemerintah memetakan 
wilayah penularan se-
cara lebih akurat,” kata 
Andi.

Di tengah mening-

Indonesia Percepat Eliminasi Malaria 
Nasional demi Target Bebas 2030

katnya kasus, Indonesia 
tetap mencatat capaian 
penting dalam program 
eliminasi malaria. Hing-
ga 2026, sebanyak 412 
dari 514 kabupaten/kota 
telah berhasil memper-
oleh status bebas ma-
laria. Selain itu, tujuh 
provinsi juga telah din-
yatakan bebas penular-
an malaria, yakni DKI 
Jakarta, Banten, Jawa 
Barat, Jawa Timur, Bali, 
DI Yogyakarta, dan Su-
matera Selatan.

Keberhasilan terse-
but dinilai menjadi 
modal penting menuju 
target nasional bebas 
malaria pada 2030 yang 
sejalan dengan agenda 
Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan atau Sus-
tainable Development 
Goals (SDGs).

Secara historis, Indo-
nesia telah menjalankan 
program pemberantasan 
malaria sejak era 1950-
an melalui penyem-
protan insektisida dan 
pengendalian sarang 
nyamuk. Pada awal 
2000-an, angka kesaki-
tan malaria nasional 
masih berada di atas 20 
kasus per 1.000 pen-
duduk di sejumlah daer-
ah endemis. Namun, 
dalam dua dekade tera-
khir, tren kasus berhasil 
ditekan melalui pengua-
tan layanan kesehatan 
primer dan distribusi 
obat antimalaria.

Di tingkat global, 
Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) mencatat 
malaria masih menja-
di salah satu penyakit 
menular paling mema-
tikan di dunia. Laporan 
World Malaria Report 
2025 menyebutkan ter-
dapat sekitar 263 juta 
kasus malaria secara 
global dengan lebih dari 
597 ribu kematian, may-
oritas terjadi di kawasan 
Afrika Sub-Sahara. 
WHO juga menarget-
kan eliminasi malaria 
di banyak negara pada 
2030 sebagai bagian 
dari agenda kesehatan 
dunia.

Andi mengatakan 
pengalaman sejumlah 
daerah di Indonesia 
membuktikan eliminasi 
malaria bukan sesuatu 
yang mustahil. Ia men-
contohkan Kabupaten 
Maybrat di Papua Barat 
Daya yang berhasil 
memperoleh status be-
bas malaria meski mer-
upakan daerah otonom 
baru.

“Maybrat menjadi 
contoh bahwa daerah di 
Papua juga mampu men-
capai eliminasi malaria 

jika strategi pengenda-
lian dilakukan secara 
konsisten dan melibat-
kan masyarakat,” ujarn-
ya.

Untuk memperce-
pat penurunan kasus di 
daerah endemis tinggi, 
pemerintah menerap-
kan strategi TOKEN 
atau Temukan, Obati, 
dan Kendalikan Vektor. 
Strategi tersebut dilaku-
kan melalui pemerik-
saan aktif, pengobatan 
cepat terhadap pasien 
positif, serta pengenda-
lian populasi nyamuk 
Anopheles sebagai 
penyebab utama penu-
laran malaria.

Intervensi juga di-
fokuskan kepada kelom-
pok masyarakat dengan 
mobilitas tinggi sep-
erti pekerja tambang, 
perambah hutan, an-
ggota TNI dan Polri, 
serta masyarakat adat 
di wilayah terpencil. 
Pemerintah mendistri-
busikan kelambu antin-
yamuk dan pengobatan 
pencegahan secara ber-
kala untuk menekan 
risiko penularan.

Selain faktor kese-
hatan, pemerintah me-
nilai persoalan lingkun-
gan turut memengaruhi 
penyebaran malaria. 
Banyaknya tambang 
terbengkalai, rawa-ra-
wa, dan kawasan genan-
gan air di daerah tropis 
menjadi habitat ideal 
bagi perkembangbiakan 
nyamuk Anopheles.

Karena itu, Kemen-
terian Kesehatan men-
dorong kolaborasi lintas 
sektor antara pemerin-
tah daerah, kementerian 
terkait, dunia usaha, dan 
masyarakat untuk mem-
perkuat pengendalian 
lingkungan serta menja-
ga keberlanjutan status 
bebas malaria.

“Bagi daerah yang 
sudah bebas, perjuan-
gannya belum selesai. 
Mempertahankan status 
tersebut tidak kalah be-
ratnya karena ada daerah 
yang kembali mengala-
mi lonjakan kasus bah-
kan sampai KLB setelah 
sebelumnya dinyatakan 
bebas,” tegas Andi.

Sebagai bentuk 
apresiasi kepada pe-
merintah daerah yang 
berhasil menghenti-
kan penularan malaria, 
Menteri Kesehatan di-
jadwalkan menyerah-
kan Sertifikat Eliminasi 
Malaria kepada para bu-
pati dan wali kota yang 
dinilai sukses menjaga 
wilayahnya tetap bebas 
malaria sepanjang tahun 
lalu.(*)
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JAKARTA, BP 
- Kepolisian Re-
publik Indonesia 
terus memperluas 
penyelidikan kasus 
judi online transna-
sional yang beroper-
asi di kawasan Jalan 
Hayam Wuruk, Ja-
karta Barat. Setelah 
menangkap ratusan 
warga negara asing 
dalam penggere-
bekan besar, peny-
idik kini mengar-
ahkan pemeriksaan 
kepada pemilik ge-
dung yang digu-
nakan sebagai pusat 
operasional sindikat 
tersebut.

Direktur Tindak 
Pidana Umum Bare-
skrim Polri Brigjen 
Pol. Wira Satya Tri-
putra mengatakan 
pihaknya tidak han-
ya fokus kepada para 
operator judi online, 
tetapi juga menelu-
suri pihak-pihak 
yang diduga menye-
diakan fasilitas dan 
sarana pendukung 
kegiatan ilegal itu.

“Kita tetap akan 
melakukan pemerik-
saan terhadap pemi-
lik gedung, termasuk 
siapa yang menyewa, 
sampai dengan nanti 
yang menyediakan 
peralatan untuk akti-
vitas perjudian yang 
ada di lokasi,” ujar 
Wira dalam konfe-
rensi pers di loka-
si penggerebekan, 
Minggu (9/5).

Pengungkapan ka-
sus itu bermula dari 
penyelidikan aparat 
terhadap aktivitas 
mencurigakan di se-
buah gedung perkan-
toran di kawasan Ha-
yam Wuruk. Setelah 
dilakukan pengger-
ebekan, polisi me-
nemukan ratusan 
pekerja asing yang 
diduga menjalankan 

Sindikat Judol Asia Tenggara Digerebek, 
Polisi Periksa Pemilik Gedung

Polisi bakal memeriksa pemilik gedung yang disewa menjadi kantor operasional sindikat judi 
online transnasional di kawasan Jalan Hayan Wuruk, Jakarta Barat.

Laporan: Amran sistem operasional 
perjudian daring lin-
tas negara.

Sebanyak 321 
orang diamankan da-
lam operasi tersebut. 
Dari jumlah itu, 275 
orang telah ditetap-
kan sebagai tersang-
ka. Mereka mayori-
tas merupakan warga 
negara asing asal 
Kamboja, Myanmar, 
Laos, Vietnam, dan 
Thailand.

Menurut Wira, 
sindikat itu diketa-
hui baru menjalank-
an operasional di 
Indonesia selama 
kurang lebih dua bu-
lan. Meski demikian, 
gedung yang dipa-
kai sebagai kantor 
disebut telah disewa 
untuk jangka waktu 
satu tahun.

“Tapi ini akan 
kami pastikan kem-
bali karena si penye-
wa juga masih akan 
kami cek nanti iden-
titasnya di manaje-
men daripada Ha-
yam Wuruk Tower 
ini,” kata Wira.

Dalam pengger-
ebekan tersebut, 
aparat turut meny-
ita berbagai barang 
bukti berupa perang-
kat elektronik dan 
dokumen perjalanan 
milik para tersang-
ka. Barang bukti itu 
antara lain laptop, 
komputer pribadi, 
telepon genggam, 
paspor, hingga se-
jumlah brankas.

Polisi juga men-
emukan uang tunai 
dalam berbagai mata 
uang yang diduga 
berkaitan dengan ak-
tivitas perjudian on-
line. Nilainya men-
capai sekitar Rp1,9 
miliar, ditambah 
uang Vietnam sebe-
sar 53.820.000 dong 
dan mata uang dolar 
Amerika Serikat se-

nilai US$10.210.
“Uang rupiah ini 

diperkirakan seki-
tar 1,9 sekian miliar 
yang ada. Kemudian 
pecahan uang Viet-
nam 53.820.000, 
kemudian pecahan 
dolar itu sebanyak 
10.210,” ujar Wira.

Para tersangka 
dijerat Pasal 426 
dan/atau Pasal 607 
juncto Pasal 20 dan/
atau Pasal 21 Un-
dang-Undang No-
mor 1 Tahun 2023 
tentang KUHP ser-
ta Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penyesuaian 
Pidana. Penyidik 
masih mendalami 
kemungkinan adan-
ya tindak pidana 
lain, termasuk du-
gaan pencucian uang 
dan kejahatan siber 
lintas negara.

Kasus ini menam-
bah daftar panjang 
pengungkapan jarin-
gan judi online inter-
nasional di Indone-
sia. Dalam beberapa 
tahun terakhir, aparat 
keamanan mencatat 
peningkatan aktivi-
tas sindikat perjudian 
digital yang meman-
faatkan perkemban-
gan teknologi dan ja-
ringan internet lintas 
negara.

Data Pusat Pel-
aporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan 
(PPATK) sebelum-
nya menunjukkan 
nilai transaksi judi 
online di Indone-
sia terus meningkat 
dari tahun ke tahun. 
Pada 2024, transak-
si terkait judi online 
disebut mencapai ra-
tusan triliun rupiah 
dan melibatkan juta-
an akun masyarakat.

Fenomena seru-
pa juga terjadi se-
cara global. Kantor 
PBB untuk Narkoba 

dan Kejahatan (UN-
ODC) dalam se-
jumlah laporannya 
menyebut kawasan 
Asia Tenggara men-
jadi salah satu pu-
sat perkembangan 
sindikat judi online 
dan penipuan dig-
ital internasional. 
Negara-negara sep-
erti Kamboja, Myan-
mar, dan Laos kerap 
disebut sebagai ba-
sis operasi jaringan 
tersebut sebelum 
berekspansi ke nega-
ra lain, termasuk In-
donesia.

Dalam beberapa 
kasus internasion-
al, sindikat perju-
dian online bahkan 
diketahui menggu-
nakan modus per-
ekrutan tenaga kerja 
asing dan penyewaan 
gedung perkantoran 
di pusat kota untuk 
menyamarkan akti-
vitas mereka sebagai 
perusahaan teknolo-
gi atau layanan dig-
ital.

Polri menegaskan 
akan terus menelu-
suri aliran dana, jar-
ingan pelaku, hingga 
kemungkinan ket-
erlibatan pihak lain 
yang membantu op-
erasional perjudian 
daring tersebut di In-
donesia.

“Kami akan men-
dalami seluruh pihak 
yang terkait, baik 
penyedia tempat, 
penyedia perangkat, 
maupun pihak yang 
terhubung dengan 
jaringan internasion-
al ini,” kata Wira.

Pengungkapan ka-
sus tersebut menjadi 
bagian dari upaya 
aparat dalam mem-
perkuat pemberan-
tasan kejahatan siber 
dan perjudian online 
yang dinilai semakin 
mengkhawatirkan di 
Indonesia.(*)

JAKARTA, BP - 
Kepolisian Republik 
Indonesia mengung-
kap adanya pergeser-
an aktivitas sindikat 
kejahatan siber inter-
nasional ke Indonesia 
setelah sejumlah neg-
ara di Asia Tenggara 
memperketat peninda-
kan terhadap praktik 
judi online, penipuan 
digital, hingga investa-
si bodong. Fenomena 
tersebut dinilai men-
jadi ancaman serius 
yang perlu diantisipasi 
bersama oleh aparat 
keamanan dan pemer-
intah.

Sekretaris NCB In-
terpol Polri Brigjen 
Untung Widyatmoko 
mengatakan, aparat 
telah memetakan per-
pindahan jaringan ke-
jahatan online tersebut 
dalam beberapa wak-
tu terakhir. Indonesia 
dinilai mulai dijad-
ikan lokasi baru untuk 
menjalankan operasi 
kejahatan digital lintas 
negara.

“Setelah ditert-
ibkan, mulai terjadi 
pergeseran ke Indo-
nesia dan itu tentunya 
sudah kami antisipasi 
dan kami prediksi,” 
ujar Untung dalam 
konferensi pers pen-
gungkapan sindikat 
judi online di kawasan 
Hayam Wuruk, Jakarta 
Barat, Kamis (9/5).

Menurut Untung, 
sebelumnya neg-
ara-negara seperti 
Myanmar, Kamboja, 
Laos, dan Vietnam 
dikenal sebagai pusat 
aktivitas sindikat judi 
online serta penipuan 
digital yang menyasar 
korban lintas negara. 
Namun, operasi pen-
egakan hukum yang 
dilakukan beberapa 
negara itu membuat ja-
ringan kriminal mulai 
mencari wilayah baru 
yang dianggap lebih 
aman.

Dalam catatan in-
ternasional, kawasan 
Asia Tenggara memang 
beberapa tahun tera-
khir menjadi perhatian 
dunia akibat maraknya 
industri penipuan on-
line berbasis sindikat 
internasional. Perseri-
katan Bangsa-Bangsa 
(PBB) melalui laporan 
United Nations Office 
on Drugs and Crime 
(UNODC) pada 2023 
pernah menyebut prak-
tik penipuan daring dan 

Polri Ungkap Indonesia Jadi Target Baru 
Sindikat Judol Asia Tenggara

Laporan: Amran judi ilegal di Asia Teng-
gara berkembang men-
jadi industri bernilai 
miliaran dolar AS.

Aktivitas tersebut 
tidak hanya melibatkan 
perjudian daring, tetapi 
juga perdagangan ma-
nusia, pencucian uang, 
penipuan investasi, 
hingga love scamming 
yang dijalankan secara 
terorganisasi.

Polri mengungkap-
kan, sejumlah pengung-
kapan kasus belakan-
gan ini menunjukkan 
sindikat tersebut mulai 
beroperasi di beberapa 
kota besar di Indonesia. 
Di antaranya Jakarta, 
Batam, Surabaya, Yog-
yakarta, dan Denpasar.

Aparat menemukan 
sebagian besar pelaku 
asing masuk ke Indo-
nesia menggunakan 
izin kunjungan wisa-
ta. Mereka kemudian 
membangun jaringan 
operasional dengan me-
manfaatkan relasi sesa-
ma pelaku yang sebel-
umnya telah lebih dulu 
berada di Indonesia.

“Mereka datang 
menggunakan izin 
wisata, selain karena 
fasilitas bebas visa kun-
jungan,” kata Untung.

Ia menjelaskan, pro-
mosi sektor pariwisata 
yang terus digencarkan 
pemerintah juga secara 
tidak langsung diman-
faatkan oleh sindikat 
kejahatan digital untuk 
mempermudah mobili-
tas lintas negara.

“Itu tidak bisa di-
pungkiri. Kita butuh 
adanya kunjungan 
wisatawan ke Indone-
sia. Tetapi di sisi lain, 
memang ini ada seper-
ti dua sisi mata uang,” 
ujarnya.

Fenomena masukn-
ya jaringan kriminal 
internasional melalui 
jalur wisata sebenarnya 
bukan hal baru. Dalam 
beberapa kasus sebel-
umnya, aparat Indone-
sia juga pernah men-
gungkap keberadaan 
operator judi online 
asing di apartemen dan 
vila yang tersebar di se-
jumlah kota wisata.

Pada 2022 misalnya, 
kepolisian mengung-
kap praktik judi online 
internasional di Batam 
yang melibatkan war-
ga negara asing den-
gan target pemain dari 
berbagai negara Asia. 
Sementara pada 2024, 
aparat juga membong-
kar jaringan penipuan 

online berkedok in-
vestasi yang beroperasi 
dari kawasan Bali dan 
Jakarta.

Secara nasional, 
pemerintah Indonesia 
terus memperketat pen-
gawasan terhadap akti-
vitas judi online. Pusat 
Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan 
(PPATK) sebelumnya 
mencatat perputaran 
dana judi online di In-
donesia mencapai ratu-
san triliun rupiah setiap 
tahun.

Kementerian Ko-
munikasi dan Digital 
bersama aparat pen-
egak hukum juga tel-
ah memblokir jutaan 
konten judi online da-
lam beberapa tahun 
terakhir. Namun, para 
pelaku terus bermuncu-
lan dengan metode dan 
teknologi baru.

Untung menegas-
kan, Polri bersama 
Interpol dan lembaga 
internasional lainnya 
kini memperkuat kerja 
sama lintas negara un-
tuk mengantisipasi per-
pindahan basis operasi 
sindikat ke Indonesia.

“Kami terus melaku-
kan pemetaan dan pen-
gawasan terhadap jar-
ingan yang masuk ke 
Indonesia,” katanya.

Selain memperkuat 
penegakan hukum, 
aparat juga mengingat-
kan masyarakat agar 
lebih waspada terha-
dap berbagai modus 
penipuan digital yang 
kini semakin berkem-
bang, mulai dari judi 
online, investasi palsu, 
hingga penipuan asma-
ra melalui media sosial.

Pengamat keamanan 
siber menilai Indonesia 
menjadi sasaran empuk 
sindikat internasional 
karena tingginya jum-
lah pengguna internet 
dan transaksi digital. 
Dengan populasi peng-
guna internet yang 
mencapai lebih dari 200 
juta orang, Indonesia 
dianggap sebagai pasar 
besar bagi operasi keja-
hatan siber.

Pemerintah diminta 
tidak hanya fokus 
pada penindakan, teta-
pi juga memperkuat 
regulasi, pengawasan 
keimigrasian, dan 
edukasi literasi digi-
tal masyarakat guna 
mencegah Indonesia 
berkembang menjadi 
pusat baru kejahatan 
online di kawasan Asia 
Tenggara.(*)
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LIPUTAN KHUSUS

BAUBAU, BP -Pe-
merintah Kota Baubau 
kembali menoreh-
kan capaian di ting-
kat Provinsi Sulawe-
si Tenggara setelah 
meraih penghargaan 
Terbaik III Kiner-
ja Aksi Konvergensi 
Percepatan Penurunan 
Stunting tahun 2026. 
Penghargaan terse-
but diterima langsung 
Wali Kota Baubau, 
Yusran Fahim, pada 
pelaksanaan Musy-
awarah Perenca-
naan Pembangunan 
(Musrenbang) RKPD 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara di Kolaka, 
Selasa (05/05/2026).

Penghargaan itu 
diserahkan Gubernur 
Sulawesi Tenggara, 
Andi Sumangerukka, 
sebagai bentuk apre-
siasi atas keberhasi-
lan Pemerintah Kota 
Baubau dalam men-
jalankan delapan aksi 
konvergensi percepa-
tan penurunan stunt-
ing secara terukur dan 
berkelanjutan.

Capaian tersebut 
menjadi perhatian 
karena penanganan 
stunting masih men-
jadi salah satu agen-
da prioritas nasional. 
Pemerintah Indonesia 
dalam beberapa tahun 
terakhir terus men-
dorong percepatan 
penurunan prevalensi 
stunting melalui sin-
ergi pemerintah pusat 
dan daerah.

Berdasarkan Sur-
vei Status Gizi Indo-
nesia (SSGI), preval-
ensi stunting nasional 
sempat berada di an-

Baubau Catat Prestasi dalam Aksi 
Konvergensi Penurunan Stunting, Wali 

Kota HYF Terima Penghargaan 
Peringkat Tiga Tingkat Sultra

Laporan: Prasetio M

Pemerintah Kota Baubau kembali menorehkan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 
setelah meraih penghargaan Terbaik III Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 

tahun 2026
gka 24,4 persen pada 
2021 dan kemudian 
menurun menjadi 21,5 
persen pada 2023. Pe-
merintah menargetkan 
angka tersebut terus 
ditekan sebagai bagian 
dari upaya peningka-
tan kualitas sumber 
daya manusia Indone-
sia menuju bonus de-
mografi 2045.

Secara global, Or-
ganisasi Kesehatan 
Dunia atau WHO 
juga menempatkan 
stunting sebagai salah 
satu masalah keseha-
tan serius di berbagai 
negara berkembang. 
WHO menilai stunting 
berdampak terhadap 
kualitas kesehatan, 
kemampuan belajar 
anak, hingga produk-
tivitas ekonomi pada 
masa depan.

Kepala Baperida 
Kota Baubau melalui 
Sekretaris Dinas 
Baperida, Dian Pur-
namasari, S.Si., M.Si., 
menjelaskan peng-
hargaan yang diteri-
ma Pemerintah Kota 
Baubau merupakan 
hasil evaluasi kinerja 
seluruh kabupaten dan 
kota di Sulawesi Teng-
gara yang dilakukan 
Bappeda Provinsi Su-
lawesi Tenggara pada 
Oktober 2025.

“Penghargaan ini 
merupakan hasil eval-
uasi terhadap pelak-
sanaan delapan aksi 
konvergensi percepa-
tan penurunan stunt-
ing yang dilakukan 
seluruh daerah di Su-
lawesi Tenggara,” ujar 
Dian Purnamasari da-
lam siaran persnya, 
Rabu (06/05/2026).

Ia menjelaskan, 

penilaian dilakukan 
melalui pemaparan 
kinerja pemerintah 
daerah terkait im-
plementasi program 
penurunan stunting 
di masing-masing 
wilayah. Dalam sesi 
tersebut, Wakil Wali 
Kota Baubau, Wa 
Ode Hamsinah Bolu, 
tampil memberikan 
pemaparan mengenai 
komitmen dan capaian 
Kota Baubau.

“Wakil Wali Kota 
m e n y a m p a i k a n 
langsung berbagai 
langkah strate-
gis yang dilaku-
kan Pemerintah 
Kota Baubau dalam 
menurunkan ang-
ka stunting melalui 
pendekatan lintas 
sektor,” katanya.

Menurut Dian, 
delapan aksi konver-
gensi yang menjadi 
indikator penilaian 
meliputi analisis 
situasi, perencanaan 
kegiatan, rembuk 
stunting, penyusu-
nan regulasi dan ke-
bijakan, pembinaan 
stakeholder, mana-
jemen data stunting, 
pengukuran dan pub-
likasi stunting, hing-
ga review kinerja ta-
hunan.

Pemerintah Kota 
Baubau dinilai mam-
pu memperkuat 
koordinasi antarlem-
baga dalam men-
jalankan program 
intervensi gizi spesi-
fik maupun sensitif. 
Pendekatan tersebut 
dilakukan mulai dari 
tingkat pemerintah 
daerah hingga pe-
layanan kesehatan 
dan masyarakat.

Selain itu, sistem 
pengelolaan data 
stunting yang terin-
tegrasi turut menja-
di salah satu faktor 
pendukung keber-
hasilan Kota Baubau 
dalam penilaian ting-
kat provinsi tersebut. 
Data yang akurat 
dinilai penting untuk 
memastikan inter-
vensi program ber-
jalan tepat sasaran.

“Penghargaan ini 
menjadi motivasi 
bagi seluruh perang-
kat daerah untuk 
terus meningkatkan 
kinerja dan mem-
perkuat kolaborasi 
demi mewujudkan 
generasi Baubau 
yang sehat, cerdas, 
dan berkualitas,” 
ujar Dian.

M u s r e n b a n g 
RKPD Provinsi Su-
lawesi Tenggara 
yang berlangsung di 
Kolaka juga menjadi 
momentum pengua-
tan komitmen pe-
merintah daerah da-
lam menyelaraskan 
program pembangu-
nan, termasuk per-
cepatan penurunan 
stunting yang kini 
menjadi indikator 
penting pembangu-
nan manusia.

 Keberhasilan 
Kota Baubau meraih 
penghargaan ting-
kat provinsi tersebut 
diharapkan dapat 
memperkuat opti-
misme daerah dalam 
mendukung target 
nasional penurunan 
stunting sekaligus 
meningkatkan kual-
itas kesehatan gen-
erasi muda di masa 
mendatang.(*) 

BAUBAU, BP - Pe-
merintah Kota Baubau 
memperkuat strate-
gi pelayanan dasar 
masyarakat melalui 
pelaksanaan Advokasi 
Pengelolaan Posyan-
du Bidang Kesehatan 
dan Bimbingan Teknis 
(Bimtek) Pendampin-
gan Posyandu dalam 
penerapan enam Stan-
dar Pelayanan Mini-
mal (SPM). Kegiatan 
yang berlangsung di 
Hotel Zenith Pre-
miere Baubau, Rabu 
(06/05/2026), itu men-
jadi langkah konsoli-
dasi lintas sektor guna 
memastikan layanan 
dasar masyarakat ber-
jalan lebih efektif, ter-
padu, dan berkelanju-
tan.

Ketua Tim Peng-
gerak PKK Kota Bau-
bau, Hj Aryati Yusran, 
yang juga menjabat 
Ketua Tim Pembina 
Posyandu Kota Bau-
bau, menilai penguatan 
kapasitas pendamp-
ing Posyandu menjadi 
elemen penting dalam 
peningkatan kualitas 
hidup masyarakat.

“Kegiatan ini ada-
lah langkah strate-
gis. Kita ingin tim 
pendamping mampu 
m e n g i m p l e m e n t a -
sikan enam SPM se-
cara efektif, sehingga 
Posyandu benar-benar 
menjadi solusi layanan 
dasar yang berkualitas 
bagi masyarakat,” ujar 
Hj Aryati Yusran.

Menurut Aryati, 
Posyandu saat ini ti-
dak lagi hanya dipan-
dang sebagai tempat 
pelayanan kesehatan 
ibu dan anak, melain-
kan telah berkembang 
menjadi pusat layanan 
sosial dasar yang 
bersentuhan langsung 
dengan kebutuhan 
masyarakat di tingkat 
bawah.

Pelaksanaan advo-
kasi dan bimtek terse-
but dihadiri sekitar 60 
peserta yang berasal 
dari berbagai Organ-
isasi Perangkat Daer-
ah (OPD), TP PKK, 
Dharma Wanita Per-
satuan, serta kader Po-
syandu se-Kota Bau-
bau. Kehadiran lintas 
sektor itu menunjuk-
kan bahwa penguatan 

Implementasi Enam SPM di Baubau 
Diperkuat Lewat Advokasi Posyandu 

Modern

Laporan: Andina layanan dasar membu-
tuhkan kolaborasi an-
tarlembaga.

Plt Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Bau-
bau melalui Kepala 
Bidang Kesehatan 
Masyarakat, Djainu-
din Ishak, menjelas-
kan bahwa keterli-
batan berbagai pihak 
merupakan bagian dari 
upaya menyelaraskan 
program pelayanan 
dasar agar tidak ber-
jalan sendiri-sendiri.

“Urusan kesehatan 
dan pelayanan dasar 
bukan hanya tanggu-
ng jawab satu instan-
si. Semua sektor ha-
rus bergerak bersama 
agar pelayanan kepada 
masyarakat menjadi 
lebih maksimal,” kata 
Djainudin Ishak.

Ia menjelaskan, 
materi yang diberi-
kan dalam kegiatan 
tersebut mencakup 
transformasi Posyan-
du dalam regulasi ter-
baru, integrasi layanan 
antar-OPD, hingga 
strategi pendampingan 
kader di lapangan se-
cara berkelanjutan.

Untuk memperkuat 
substansi kegiatan, 
panitia menghadirkan 
narasumber dari Badan 
Perencanaan Pemban-
gunan Daerah (Bappe-
da) dan Dinas Kese-
hatan Kota Baubau. 
Para peserta dibekali 
pemahaman mengenai 
sinkronisasi program 
pelayanan dasar dalam 
enam bidang Standar 
Pelayanan Minimal.

Enam SPM tersebut 
meliputi bidang keseha-
tan, pendidikan, peker-
jaan umum, perumahan 
rakyat, ketenteraman 
dan ketertiban umum, 
serta sosial. Pemerin-
tah daerah diwajibkan 
memastikan seluruh 
pelayanan minimal 
itu dapat diakses mas-
yarakat secara merata.

Djainudin Ishak 
menambahkan, pe-
merintah menargetkan 
terciptanya tata kelola 
Posyandu yang lebih 
mandiri, responsif, dan 
adaptif terhadap kebu-
tuhan masyarakat di 
tingkat kelurahan dan 
desa.

“Melalui kegiatan 
ini kami berharap koor-
dinasi antar-lembaga 
semakin kuat sehingga 
pelayanan dasar mas-

yarakat dapat berjalan 
lebih cepat, tepat sasa-
ran, dan berkelanjutan,” 
ujarnya.

Secara historis, Po-
syandu mulai dikem-
bangkan pemerintah 
Indonesia sejak awal 
1980-an sebagai bagian 
dari strategi nasional 
peningkatan kesehatan 
ibu dan anak berbasis 
pemberdayaan mas-
yarakat. Program itu 
kemudian menjadi salah 
satu model pelayanan 
kesehatan komunitas 
terbesar di Asia Teng-
gara karena melibatkan 
kader masyarakat se-
cara langsung.

Kementerian Kes-
ehatan RI dalam be-
berapa tahun terakhir 
juga terus mendorong 
transformasi Posyan-
du melalui integrasi 
layanan primer. Kebi-
jakan tersebut diperkuat 
dengan upaya percepa-
tan penurunan angka 
stunting yang menjadi 
program prioritas nasi-
onal sejak 2020.

Berdasarkan data 
nasional, Indonesia ber-
hasil menurunkan prev-
alensi stunting dari 37,2 
persen pada 2013 men-
jadi sekitar 21 persen 
pada 2024. Penurunan 
itu salah satunya dito-
pang oleh penguatan 
layanan kesehatan dasar 
di tingkat Posyandu dan 
Puskesmas.

Di tingkat inter-
nasional, Organisasi 
Kesehatan Dunia atau 
WHO menempatkan 
pelayanan kesehatan 
berbasis komunitas 
sebagai strategi pent-
ing dalam memperluas 
akses kesehatan mas-
yarakat. Sejumlah neg-
ara berkembang seperti 
Thailand dan Vietnam 
juga mengembangkan 
model pelayanan ko-
munitas serupa untuk 
memperkuat layanan 
primer dan menekan 
angka kematian ibu ser-
ta anak.

Bagi Pemerintah 
Kota Baubau, pengua-
tan Posyandu dinilai 
menjadi langkah pent-
ing dalam menghadapi 
tantangan pelayanan 
dasar di masa depan, 
terutama di tengah 
meningkatnya kebutu-
han masyarakat terha-
dap layanan kesehatan, 
pendidikan, dan kese-
jahteraan sosial yang 
cepat serta terintegrasi.
(*)


